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KONTRAK E CATALOG
SURAT PESANAN

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :

NOMOR DAN TANGGAL SP :

‘Epurchasing

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

SURAT PESANAN (SP) INOMOR : 440 / 985 / PPK / DAU

KONTR-FLOUR / XI /2023
TANGGAL : 08 NOVEMBER 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Silwanus A. Sumule, SpOG(K),. MH.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alamat : Jalan Merdeka No. 53A karang mulia Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) ;

Nama : Purnomo
Jabatan : Direktur
Alamat : J1. Raya Daan Mogot KM. 18, Green Sedayu Biz Park DM 9/60B, Jakarta

Barat, 11840, Indonesia
yang dalam hal ini diwakili oleh : PT. Medica Sukses Abadi
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Rincian Barang

Daftar Produk PAKET FKS-P2311-7814935

- Tanggal

Ha Kuantitas S Harga Satuan Harga Kirim (|Pengiriman Total Harga

Produk Uang

Produk
4811001008-
FKS-
23
034339260 |, o R [R? Rp e
: 9. 900. 000. 000, 00}[200. 000. 000, 00 10. 100. 000. 000, 00

CombiDiagnost 2023 ?
R90 HP with Dual
Tube ’

TERBILANG : Sepuluh Milyar Seratus Juta Rupiah

Paraf



SYARAT DAN KETENTUAN SURAT PESANAN

1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang
sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
Katalog Elektronik;

b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari
harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada
periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis
dan persyaratan yang sama;

c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-
lambatnya pada (30 Desember 2023) sejak SP ini diterima
oleh Penyedia;

d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan;

e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan
menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga

barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki
hak:
a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi
yang tercantum di dalam SP ini.
b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan;
c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga

barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.
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2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki
kewajiban:
a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang
tercantum di dalam SP ini; dan
b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh
penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

3%

Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam

SP ini selambat-lambatnya pada (30 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh
Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
BLUD RSUD Kabupaten Nabire Jalan R.E Marthadinata, Siriwini, Kabupaten
Nabire, Provinsi Papua tengah

4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat pada tanggal 30 Desember 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP
menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan
di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis
kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta
Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang
yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu
serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu
atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan
memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kerja.

6. Harga
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar
kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum
pada SP ini.
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2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya
pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya
layanan purna jual.

3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga.

7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan / atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat
pergantian nama Penyedia baik sebagai akibat peleburan (merger) ,
konsolidasi atau pemisahan
b. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut :

1. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa bersifat
standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang
(distribusi  barang) dari Penyedia kepada Kementerian
/Lembaga/Satuan Kerja perangkat Daerah/Institusi, dan

2. Pengalihan Sebagian pelaksanaan kontrak dapat dilakukan untuk
barang/jasa bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan
konstruksi(minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mis, dan lain
sabagainya

9. Perubahan SP
a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP
b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal
terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat
Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau Permohonan
Penyedia yang disepakati oleh pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian

10. Peristiwa Kompensasi
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan
pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti
rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang
dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKTI)
pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan
atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang Ciiker%al(an

terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI. t
cipta, merek dagang, hak paten, darL;g L

bentuk HAKI lainnya yang dilakukan



atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak
mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian
Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan
setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP
ini.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan
menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah
ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau
mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan
tersebut.

d. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu
dalam  jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya
perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan
perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan
atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya
tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:

1. penyedia telah mengajukan tagihan;

2. pembayaran dilakukan dengan non tunai secara sekaligus ; dan

3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan sctelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukii Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kerja;

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam
transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang
dapat diterima; dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih
mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing
pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis
dan persyaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
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dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing;
atau

b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan
sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan

ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala
LKPP tentang e- Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi
Keadaan Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
melakukan pemutusan SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhirnya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya
dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang
telah ditetapkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh
instansi yang berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang,

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan

pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada
Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak
sebagai berikut:

a. akibat keadaan kahar sehing

‘ ga Penyedia tidak dapat
rsnlf‘laksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atay adendgm

jika terjadi hal-hal

b. Pejabat Penandatangan/Pen esahan Tanda Bukti Perjanjian




16.

18.

19:

20.

gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan;
atau

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP
atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia
menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis
kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan
sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga
sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak
dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang
terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

A. Tidaktermasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan
oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
B. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh
terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
C. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan
kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia
berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya
selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi,
konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi
dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung
maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat
ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan
selesainya pelaksanaan pekerjaan.
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Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-

masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah
Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)

Pengendalian Penduduk

Nip. 19710603 200012 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MEDICA SUKSES ABADI

l

PURNOMO
Direktur
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SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum
Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau
tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

1.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah.

Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah bagian
pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan
yang pelaksanaanya diserahkan kepada Penyedia lain
(subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar kuantitas yang telah
diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang
merupakan bagian dari penawaran.

Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang
dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih,
untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan
pelaksanaan pekerjaan.

Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang
tercantum dalam Kontrak.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan
biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan
Nilai.

Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP
adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan
tertentu.

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang
sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah
dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati
dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan
dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Syarat-Syarat Umum Kontrak




10.

11.

12,

14

15.

16.

L7,

18.

19.

20.

Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan
bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah
penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah
kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas
berdasarkan perjanjian tertulis.

Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak
adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan
hukum antara Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi
konstruksi atau pekerjaan konstruksi.

. Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan harga satuan

yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan
spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan
dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau
kuantitas pekerjaanya masih bersifat perkiraan pada saat
Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil
pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai
akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan
diselesaikan.

Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang
selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini
terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan
seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai
dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan
kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan.

Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang
pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80%
(delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung
mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya tert;esar. °

Metode Pelaksanaan Pekerjaan adal

ah metode yan
n;enggmpbarkap penguasaan penyelesaian pekerjaan 3)/fani
sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan

Syarat-Syarat Umum Kontrak
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22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29,

30.

31.

pek_erjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing
jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung
jawabkan secara teknis,

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan
dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara.,

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan
oleh pengguna Barang,

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali
suatu bangunan.

Pekerjaan Utama adalah rangkaian kegiatan dalam suatu
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh
terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan
penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung
menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi
sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam
rancangan kontrak.

Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pengawas Pekerjaan adalah tim pendukung/badan usaha
yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi
pelaksanaan pekerjaan.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan —anggaran
Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan
layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat
Komitmen.

Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan Kontrak.

Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang
ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan
pekerjaan.

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada
Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti
Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga
dalam jangka waktu tertentu.

Syarat-Syarat Umum Kontrak




32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dal
Konstruksi ini tetapi tidak dapat ber
ketentuan dalam Dokumen Kon
berdasarkan urutan hierarki dalam

Subkontraktor adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian
kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak,
untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah
Jjaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan
Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha
di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia.

Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK
adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak kepada Penyedia untuk
memulai melaksanakan pekerjaan.

Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada
SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak untuk memulai melaksanakan
pekerjaan.

Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan
pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima
Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia.

Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam
Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana
Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.

Tempat Tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban
pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan
ketentuan pengiriman yang digunakan.

Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal serah
terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/ PHO)
dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama
Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.

Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah
terima akhir pekerjaan selesai  (Final Hand Over/ FHO)
dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan
yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.

Tenaga Kerja Konstruksi adalah tena
sektor konstruksi yang meliputi ahli,
operator.

ga kerja yang bekerja di
teknisi atau analis, dan

am pelaksanaan Pekerjaan
tentangan dengan ketentuan-
trak lain yang lebih tinggi
Surat Perjanjian.

syarat_Syarat Umum KM
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3. Bahasa dan 1.
Hukum

2

3

4. Korespondensi ke

2

5. Wakil Sah Para 1.

Pihak

6. Larangan Korupsi, 1.

Kolusi dan
Nepotisme (KKN),
Penyalahgunaan
Wewenang  serta
Penipuan

2

Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.

. Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi
perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam
bahasa Indonesia.

. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di

Indonesia.

Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau
faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum
dalam SSKK.

. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan

berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah
disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak
dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat
dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam
SSKK.

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk
dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau
Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para
Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk
melakukan perubahan kontrak.

. Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat

Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada
masing-masing pihak.

. Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi

Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi
kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi
Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan
pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para

pihak dilarang untuk :

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi
atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau
melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun
yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan
pengadaan ini;

b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau;

c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar
dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk
penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua

anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontrakiornya
(jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang
dilarang pada pasal 6.1 di atas.

ﬁ

Syarat-Syarat Umum Kontrak
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7. Asal il

material/Bahan

. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan

di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebagai

berikut:

a. Pemutusan Kontrak;

b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK;

c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan
Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan
dalam SSKK; dan

d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.

. Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada
PA/KPA.

. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang

terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan
penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri
dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor
selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak.

. Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan

diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang,
tumbuh, atau diproduksi.

. Kendaraan yang digunakan untuk  pengiriman dan

pengangkutan material/ bahan mematuhi peraturan
perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

. Barang yang diadakan harus diutamakan barang manufaktur,

pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya
dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

. Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen

berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal
dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor
harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam
Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri
(apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari
Penawaran Penyedia.

. Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan

kelengkapan dokumen barang:
a. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin); dan
b. Sertifikat Produksi

. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat

Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh
Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum serah
terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (Certificate

Syarat-Syarat Umum Kontrak
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10.

1

12.

13

14.

15.

Pembukuan

Perpajakan

Pengalihan
Seluruh Kontrak

Pengabaian

Penyedia Mandiri

KSO/Kemitraan

Pengawasan
Pelaksanaan
Pekerjaan

of Origin) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan
kontrak

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang
akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan
ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi
yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak,
bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan
perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.

1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger) maupun akibat lainnya.

. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan
sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur
dalam pasal 44.2.

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran
ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian
tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama
Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap
pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat
mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani
oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh
terhadap Tenaga Kerja Konstruki dan subkontraktornya (jika ada)
serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam
Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam
pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini.

1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan
dapat berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa
Pengawasan (Konsultan Pengawas).

9. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan
bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas
Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil
Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Tugas dan 1. Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam

Wewenang
Pengawas
Pekerjaan

pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan
permanen  maupun pekerjaan  sementara mendapatkan
persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan

#4—
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T

tuk me
wewenang dari Pejabat yang berwenang urt

Kontrak.
2. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan 1I;ildak tercantu
dahulu ada pekerjaan sementara yang}(on e
Daftar Kuantitas dan Harga di dalam esifikasi dan &
berkewajiban untuk menyerahkan Slt’ it o
usulan pekerjaan sementara tersebut ) untuk dilaksand .
pernyataan tidak berkeberatan (no objedl_‘zl’;k perkeberatan atas
dari Pengawas Pekerjaan. Pernyatadnl ul askan penyedia darl
rencana pekerjaan sementara ini tidak melep
tanggung jawabnya sesuai Kontrak. .
wenang paling
3. Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan We
sedikit meliputi : . ekerjaan
a. mengevaluasi dan menyetujuw rencana mustlu 1
konstruksi Penyedia Jasa pe]al::sana konstrukekéljaan;
b. memberikan ijin dimulainya setiap tallﬂcapagfan pelaksanaan
c. memeriksa ~ dan menyetujul em Jk e entuan dalam
Pekerjaan Konstruksi sesual dengan
Kontrak; ) atan
d. memeriksa  dan  menilai ~ mutl dan keselam
konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
e. menghentikan setiap pekerjaan yang
persyaratan; ; .
f. bertanggungjawab terhadap hasil p_elaksanaan Pekerjaan
Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
g. memberikan laporan secara periodik kepada Pejapat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak sesual dengan
ketentuan dalam Kontrak.

tidak meme nuhi

4. Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan
wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang
akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak
maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam
Kontrak.

5. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas

Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawa j
dalam Kontrak ini. & 8 b

16. Penemuan- Penyedia wajib memberitahukan kepada Pej
- jabat yan
penemuan untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak};'angg Eg;‘”ﬂ:ﬁzﬁg
g

semua penemuan benda/barang yan o !
atau penemuan kekayaan di & yang mempunyai nilai sejarah

lokasi peker;j
peraturan perundang-undangan dikuasaIiJ olel??li{glar};ang menurut

Kerja berwenang untuk menemdatanganinjamm akses Pejabat

: : atangani K
lokasi lainnya diman: gani Kontrak ke lokasi ker;
dilaksanakan. ana pekerjaan e

e ———e
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2. Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan
ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus
berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan
akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel
Penyedia, maka:

a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang
mungkin diperlukan akibat pengunaan jalur akses.

b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang
jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin
disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur,
rambu, dan petunjuk.

c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur
akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung
Penyedia; dan.

d. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul
akibat penggunaan jalur akses.

3. Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut
membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum
(overhead) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di
dalam Harga Kontrak.

4. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak
bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain
penggunaan jalur akses tersebut

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK
18. Masa Pelaksanaan 1. Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
Kontrak
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam SSKK

B.1.Pelaksanaan Pekerjaan
19. Penyerahan Lokasi 1. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan
Kerja lapangan bersama oleh para pihak.

2. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan
kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan
lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat
Persiapan Penandatangananan Kontrak, untuk melaksanakan
pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK
diterbitkan.

3. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita
Acara Penyerahan Lokasi Kerja.

4. Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal
yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka
perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara

Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dit
dalam addendum kontrak. y ituangkan

~
Syarat-Syarat Umum Kontrak T



e

5. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan
Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja
untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu
hambatan yang disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai
Peristiwa Kompensasi.

6. Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan
sebagai berikut :

a. bukti sertifikat kompetensi :

1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;

b. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang
bersangkutan.

c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan
jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya
akan melewati batas tahun anggaran.

d. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi
melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling
sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis
keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukan bukti sertifikat maka
Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk
mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah
ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka
waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

20. Rencana Mutu 1. Penyedia berkewajiban  untuk mempresentasikan  dan
Pekerjaan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu
Konstruksi (RPMK) pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan

Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.

2. RPMK disusun paling sedikit berisi :
a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method Statement);
b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/Inspection and Test
Plan (ITP);
c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok.

3. Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan
RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang
dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.

4. RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.

5. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi
Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

6. Pemutakhiran RMPK harus menunjukan perkembangan
kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap
penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap
urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan
persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.

/___———f—
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7.

21. Rencana 1.
Keselamatan
Konstruksi (RKK)

Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual
Penyedia.

Penyedia  berkewajiban  untuk mempresentasikan  dan
menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan
Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui
oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan
RKK secara konsisten.

RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai
dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka
dituangkan dalam adendum Kontrak.

Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban
kontraktual Penyedia.

22. Lingkup Pekerjaan Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas

23. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi
dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau
gambar

24, Rapat Persiapan 1.

Pelaksanaan
Kontrak

Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya
SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama dengan
Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus
sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan
kontrak.

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat

persiapan pelaksanaan kontrak meliputi :

a. Penerapan SMKK :

1. RKK;

2. RMPK;

3. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
(RKPPL) (apabila ada); dan

4. Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);

b. Rencana Kerja

. organisasi kerja ;

d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk
permohonan persetujuan memulai pekerjaan;

e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang
metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
dan;

f hal-hal lain yang dianggap perly;

(¢)
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3.
4,
25. Mobilisasi it
2.
3
4.
26. Pengukuran/ il
Pemerikasaan
Bersama
28
3.
27. Penggunaan L.
Produksi Dalam
Negeri
2

Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila
dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan
perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam
adendum Kontrak.

Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA
dapat membentuk Pejabat/ Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang
disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :

a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan
dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumabh, gedung
laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau

¢. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.

Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi
peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat
dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak dan Pengawas Pekerjaan
bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan
pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk
setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan
Peralatan Utama (Mutual Check 0%).

Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.
Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan
dalam adendum Kontrak.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja
Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan
pasal 67 dan 68.

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban
mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan
tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di
Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat
penawaran.

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga
Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan
mengacu kepada dokumen:

e. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi
harga; dan

f daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.

e —=—— 1
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3.2 Pengendalian Waktu

8. Masa Pelaksanaan 1.

Apabila  dalam  pelaksanaan pekerjaan  ditemukan
Kketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan
dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban
untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai
Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta
menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa
Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.

Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar
pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan
Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan
disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang
berwenang  untuk menandatangani ~ Kontrak  dapat
memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan
membuat adendum Kontrak.

Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan
akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena
kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan
denda.

Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara
parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian
pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.

Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan
yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

29. Penundaan Oleh Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia
Pengawas untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah
Pekerjaan penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang

berwenang untuk menandatangani Kontrak.

30. Rapat Pemantauan 1

jyarat-Syarat Umum Kontrak

Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan
rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk
menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan
untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan
atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan
dini.

Hasil.rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas
P_ekcz]aan dalam berita acara rapat, dan rekamannya
diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri
rapat.

Mengenai hal-hal dalam rapat yan i
: g perlu diputuskan
Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam ?apat atati

setelah rapat melalui pernyataan tertulis k i
€
yang menghadiri rapat. Gt
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31. Peringatan Dini 1. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin
Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang
dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga
Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas
Pekerjaan dapat  memerintahkan Penyedia  untuk
menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau
kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa
Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin
disampaikan oleh Penyedia.

2. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas
Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa
atau kondisi tersebut.

32. Keterlambatan 1. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai‘
Pelaksanaan jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Pekerjaan dan Kontrak harus memberikan peringatgp. secara tertulis atau
Kontrak K ritis memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

2. Kontrak dinyatakan kritis apabila : ;

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% darl

Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%.

b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100%
dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%. .

c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% da}‘l
Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik
pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5%
dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

3. Penanganan Kkontrak kritis dilakukan dengan rapat
pembuktian (show cause meeting/SCM) :

a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari
Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis
kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat
Pembuktian (SCM) Tahap L.

b. Dalam SCM Tahap [, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan
Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan
fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu
tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita
Acara SCM Tahap 1.

c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat
yang ‘berwenang untuk  menandatangani  Kontrak
gi?;rr‘?;gs?k:;lraég&m%a;an Kontrak Kritis I dan harus
menyepakati besaran k o B yaug membahas, dan
P ) emajuan fisik yang harus dicapai oleh

fenyedla dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yan:
dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II. g

d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
g;(senlerbltkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus
elenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan

\
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menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh
Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.

e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat
yang berwenang untuk  menandatangani Kontrak
menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis 11l dan Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan
mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.

f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan
pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka
berlaku ketentuan SCM dari awal.

33. Pemberian 1. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan
Kesempatan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa
Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan

kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

2. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan

Kontrak untuk :

a. Memberikan  kesempatan kepada Penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai
berikut :

1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyclesaikan
pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.

2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana
angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat
menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat :

a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian
sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai
kebutuhan; atau

b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia
dinilai  tidak  akan sanggup menyelesaikan
pekerjaannya.

3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana
dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hurufa), dituangkan
dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur
pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia
dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan
(apabila ada).

4) Pemberian kesempatan  kepada Penyedia  untuk
menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun
anggaran.

b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan
dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan
sanksi administratif dalam hal antara lain :

1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan

2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat
ditunda; atau

3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan
pekerjaan

Syarat-Syarat Umum Kontrak 16




e

34, Inspeksi Pabrikasi 1.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan

pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya

mengatur :

a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan.

b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia.

c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan

d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan
yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari
DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian
kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak atau
Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat melakukan inspeksi  atas  proses pabrikasi
barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam
SSKK.

2. Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
3. Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak
35 Pengiriman 1. Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman
barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian
pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
2. Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
3. Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi,
Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara
penanganannya
36 Risiko Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap

berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak sampai dengan Tempat Tujuan
Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.

37 Pemeriksaan iy

dan/atau Pengujian

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melakukan
pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk
memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan
yang telah ditentukan dalam Kontrak.

Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh
Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam
SSKK.

Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana
diatur dalam SSKK.

Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada
nilai Kontrak.

Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang
ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.
Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada

Syarat-Syarat Umum Kontrak
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Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain yang
terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian
dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya
kehadiran Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau pihak lain
yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penandatangan
Kontrak.

6. Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai
dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak,
Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk menolak Barang
tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk
memperbaiki atau mengganti Barang tersebut.

7. Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang
terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Penandatangan
Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara
pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

38 Uji Coba 1. Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia
disaksikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau
pihak lain yang terkait.

2. Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.

3. Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang
ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau
mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya
ditanggung Penyedia

B.3 Penyelesaian Kontrak

39. Serah Terima 1. Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai
Pekerjaan dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan
Konstruksi permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang

untuk menandatangani Kontrak untuk serah terima pertama
pekerjaan.

2. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan
pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.

3. Pemeriksaan dan/atau pengujian  dilakukan terhadap
kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/ spesifikasi yang
tercantum dalam Kontrak.

4. Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas
Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil
pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan
Penyedia  untuk memperbaiki ~ dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan.

5. Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil
pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk

e —
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10.

i3l

12.

13.

14.

15.

jyarat-Syarat Umum Kontrak

. ani Berit?
menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatang

Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.

’ lima
Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembﬂgrl f;ellugersen)
persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (raan atau
merupakan retensi selama masa pemeliba ersén) dari
pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratuskp Jaminan
Harga Kontrak dan Penyedia harus menyer aKI:)ntrak.
Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) darl Harga

: asa

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan _.Selal:;a Msaat
Pemeliharaan schingga kondisi tetap seperti P
penyerahan pertama pekerjaan.

. n
Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekese g;flig;i
selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk peker it un
permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat n:felamia dalam
Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaail ditetapkarl

SSKK.

Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwear_llflilif‘
untuk menandatangani Kontrak untuk penyerahan
pekerjaan.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9
memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukar'l
pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil
pekerjaan.

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah
melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan
dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita
Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib
melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum
dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewaji :

: : jiban peme
sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapatp ) lilarian
sepihak oleh Pejabat. yang berwenang untuk menané) us an
Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaj atangani
dalam pasal 44.3. gaimana diatur

Serah terima pekerjaan dapat dilak :
(secara parsial) yang ketentuannya ukan perbagian pekerjaan

ditetapkan dalam SSKK

Bagian pekerjaan yang dapat dil
scbagian atau secara parsial yaity o "2 (€1ma pekerjaan
%'. gziiﬁ gzﬁ:gzx zzgg ftidak _tergantung satu samg ]g3

dalam pencapaian kin ungsinya tida a lain; dan

. k terkaj
erja pekerjaan, rkait saty sama lain

\
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16.

17.

18.

40. Serah Terima 1.
Barang

10.

rat-Syarat Umum Kontrak

Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial,
maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban
pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.

Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima
pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial)
tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian
pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum
dalam SSKK.

Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan
(PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara..

Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang
tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk
serah terima barang.

Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana
ditetapkan dalam SSKK.

Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan
Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan,
yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau tim
teknis.

Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian
barang yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk
memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang
dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima Barang
jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.

Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penandatangan
Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang
ditandatangani bersama dengan Penyedia.

Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah
terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah
Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk
memperbaiki, menggant, dan/atau melengkapi kekurangan
pekerjaan.

Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka
sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia
berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan
dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Barang setelah:

a, seluruh Barang yang diserahterimak: i
L an sesuai dengan

b. Penyedia menyerahkan sertifikat : i
garansi kepada P
Penandatangan Kontrak (apabila diperlukan). = it

20




—f—

11. Jika Barang yang diserahterimakan terlambat melewati batas
waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia
atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan
denda keterlambatan

41. Pengambilalihan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan
mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu
tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/ pengakhiran
pekerjaan.

42. Gambar As Built 1. Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang

dan Pedoman berwenang untuk menandatangani Kontrak Gambar As-built
Pengoperasian dan dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan
Perawatan /Pemeli sesuai dengan SSKK.

haraan

2. Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian
dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak berhak menahan uang retensi atau
Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum
43. Perubahan 1. Kontrak hanya dapat diubah melalui Adendum kontrak.
Kontrak
2. Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh
para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi :
a. perubahan pekerjaan;
b. perubahan Harga Kontrak;
c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa
Pelaksanaan;
d. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

3. Untuk Kkepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta
pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia
Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

4. Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti
kelayakan perubahan kontrak.

44. Perubahan 1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada
Pekerjaan saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis
yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia
dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam
Kontrak
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/ pekerjaan;
¢c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan;
dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

9. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti
yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah
perubahan dari Pejabat yang  berwenang untuk
menandatangani Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati
perubahan pekerjaan yang meliputi :

e ———————————————————
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41. Pengambilalihan

42. Gambar As Built
dan Pedoman
Pengoperasian dan
Perawatan/Pemeli
haraan

B.4 Adendum
43. Perubahan
Kontrak

44. Perubahan
Pekerjaan

11. Jika Barang yang diserahterimakan terlambat melewati batas

waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia
atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan
denda keterlambatan

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan
mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu
tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/ pengakhiran
pekerjaan.

il

Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak Gambar _As—buzlt
dan pedoman pengoperasian dan perawatan/ pemeliharaan
sesuai dengan SSKK.

Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian
dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat yang berwenansg gntuk
menandatangani Kontrak berhak menahan uang retensi atau
Jaminan Pemeliharaan.

Kontrak hanya dapat diubah melalui Adendum kontrak.

Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui Qleh

para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi :

a. perubahan pekerjaan;

b. perubahan Iarga Kontrak;

c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa
Pelaksanaan; ;

d. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta
pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/ Panitia
Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

Pejabat/Panitia  Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti
kelayakan perubahan kontrak.

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada

saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis

yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang

berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia

dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam
Kontrak

b. menambb;fl dan/ 1£aﬂt{au mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;

c. mengu spesifikasi teknis dan/atau A
o / gambar pekerjaan;

d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal tidak terjadi isi

: perubahan kondisi lapanga i

yingb a(}ilunaksud .pada pasal 37.1 namun pa\dg np(tzsxi?:;ﬁ

1[;1 er;andatn d{m Pejabat ~ yang berwenang untuk
atangani Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak bersam i
aP i
perubahan pekerjaan yang meliputi ?nyedla SR esyepRic

Syarat-Syarat Umum Kontrak

21




P

45. Perubahan Harga

=]

a. Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan

b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan;
dan/atau

c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis
kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis
dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak awal.

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagal
dasar penyusunan adendum Kontrak.

Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga
Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan
penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh
persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan
tersedianya anggaran.

Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh :

a. perubahan pekerjaan;

b. penyesuaian harga; dan/atau

c. Peristiwa Kompensasi.

Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan
dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari
10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran
volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang
disesuaikan dengan negosiasi.

Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan
timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku
untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan
harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.

Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori
harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A
SSKK.

Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa
harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata
pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.

Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah

sebagai berikut :

a. harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat
adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

b. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun
Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18
(delapan belas) bulan;

c. penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13

(tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

e ———————— ———
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46. Perubahan Jadwal 1.

Pelaksanaan
Pekerjaan
dan/atau Masa
Pelaksanaan
2=
3.
4,

d. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungarn,
biaya tidak langsung (overhead cost) dan harga satuan
timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;

e. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak
awal/adendum Kontrak;

f. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang
berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian
harga dari negara asal barang tersebut

g. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai
akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan
penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas)sejak
adendum Kontrak tersebut ditandatangani

h. indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak
terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah
indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi
pekerjaan.

i. Jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya
diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga
pada saat pelaksanaan

Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam
SSKK.

Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu
pada pasal Peristiwa Kompensasi.

Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan
oleh :

a. perubahan pekerjaan;

b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau

c. Peristiwa Kompensasi.

Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas
pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai
berikut :

a. perubahan pekerjaan;

b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau

c. Keadaan Kahar.

Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama
dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat
dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak
setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang
diajgkan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai
pertlml?angan yang wajar setelah Penyedia meminta
perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan
peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja
sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, marlj«:a

keterlambatan seperti ini tidak da ijadi
' pat dijadikan al
memperpanjang Masa Pelaksanaan. ! asan untuk

e e —————— e e e o
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5. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia
Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada
tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.

6. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau
perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum
Kontrak.

7. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia
berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan
berdasarkan data penunjang. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis.
Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui
adendum Kontrak.

47. Perubahan 1. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
personil menilai bahwa Personel Manajerial :
manajerial a. Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan
dan/atau dengan baik

b. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau

¢. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti
dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan
lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta
oleh oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak.

peralatan utama

5. Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
menilai bahwa Peralatan Utama :
2. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan;
dan/atau
b. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan
dimensi kendaraan;

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti
dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi
kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

3. Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan
Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk
menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau
lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang
digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

4. Pejabatyang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat
menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial
dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang

dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi i
S esiinn: p dasi dari Pengawas

Perubahan Personel Manajeri
jerial dan/atau Peralatan Ut
harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat ;anrllz

B e e e e ]
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B.5 Keadaan Kahar

48. Keadaan Kahar 1.

berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan
dalam adendum kontrak.

Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan
Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi
tanggung jawab Penyedia.

Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam,
benca}qa non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran,
kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.

Ti.dak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang berwenang

untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia

memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada
salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :

2. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender
sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian
atau terjadinya Keadaan Kahar;

b. menyertakan bukti keadaan kahar;

c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja
pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat
akibat Keadaan Kahar tersebut.

Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :

a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/ instansi yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah
diverifikasi kebenarannya.

Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat
berupa :

a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak

b. Kurva S pekerjaan; dan

¢. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada)

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian
terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahardan dan
bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal
41.4 dan pasal 41.5.

Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak
untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam
Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi
apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang
dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan
terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak
dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar. 3

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat

dihentikan. Penghentian K
e g ontrak karena Keadaan Kahar dapat
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193
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14.

a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat
Keadaan Kahar masih memungkinkan

b. permanen apabila akibat Keadaan Kabar tidak
memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.

c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada
bagian Pekerjaan; dan /atau

d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap
keseluruhan Pekerjaan

Pf_:nghen'dan Pekerjaan akibat keadaan Kkahar sesuai pasal 41.8
dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian
pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja
Penyedia.

Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan

(b:\il.l: sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar,

maka:

a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar
berakhir; atau

b. Kontrak dihentikan permanci apabila akibat Keadaan Kahar
tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya
pekerjaan.

Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan
melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian
kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat
melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat
diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu
terhentinya Kontrak akibat Keadan Kahar. Perpanjangan Masa
Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.

Selama masa Keadaan Kabhar, jika Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak memerintahkan secara tertulis
kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan
pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan
mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi
yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar.
Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum
Kontrak.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para
pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak
dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk
menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan
hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan
pengukuran/pemen’ksaan bersama atau berdasarkan hasil

audit.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

49. Penghentian

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan

Kontrak Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.

yarat-Syarat Umum Kontrak

26




P

50.

S1.

Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak
oleh Pejabat yang
berwenang untuk
menandatangani
Kontrak

jyarat
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Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia.

Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu
memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak
yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali
telah ada putusan pidana.

Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran
tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa
manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan
ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari
pihak yang dirugikan.

Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14
(empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak/Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis
kepada Penyedia/Pejabat  yang berwenang  untuk
menandatangani Kontrak.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu
pihak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan
pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada),
serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan
kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan
Kontrak apabila :

a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh
Instansi yang berwenang;

b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar
oleh Instansi yang berwenang;

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan
oleh pengadilan;

d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum
penandatanganan Kontrak;

e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;

f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan
Pelaksanaan i

g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan
lfcewajibarmya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam

jangka waktu yang telah ditetapkan;

berdasarkan pepehnan Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak, Penyedia tidak akan mampu

menyelesaikan  keseluruhan  pekerjaan I %)
diberikan kesempatan untuk ; wa aupue
menyelesaikan pekerjaan;
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52. Pemutusan

oleh Penyedia

i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah
diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;

j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh

delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak
tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta
tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau

k. Penyedia mengalihkan selurun  Kontrak  bukan
dikarenakan pergantian nama Penyedia.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa

Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka :

a. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum
pemutusan kontrak;

b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila
diberikan);

c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan

d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa

Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka :

a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu
mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan
Kontrak untuk membiayai perbaikan/ pemeliharaan; dan

b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam

Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau
uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai
pembiayaan/ pemeliharaan maka Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak  wajib menyetorkan
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan

pasal 44.4 disertai dengan:

a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan
Kontrak; dan

b. dokumen pendukung.

Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2
di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam
SSKK.

Kontrak Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak

apabila :

a.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan
Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan
disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan
tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari
kalender;

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk
pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati
sebagaimana tercantum dalam SSKK. Sepaal

Sya:at-Syarat Umu
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53. Penggkhuan 1. Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan
Pekerjaan dalam hal terjadi :
a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh
kesalahan para pihak
b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat
keadaan kahar; atau
¢. ruang lingkup kontrak sudah terwujud
2. Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam
addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak

54. Berakhirnya 1. Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan
Kontrak kesepakatan para pihak
2. Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran
pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat
dalam Kontrak sudah terpenuhi.
3. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana
dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran
yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak

55. Peninggalan Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan
sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan
Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat
dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak tanpa kewajiban
perawatan/ pemeliharaan. Pengambilan kembali semua
peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah
mempertimbangkan kepentingan Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
56. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus
Penyedia dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak,
meliputi

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak;

b. meminta fasilitas- fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana
dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
Kontrak;

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;

d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan
yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,
akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga

kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari
lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara
yang 'd1per1ukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan
perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
memb;nkan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat ya
b~‘:rwenart1)£gl untuk menandatangani Kontrak; yene
mengam L L g
men;gberi peiﬁgcgllt(li:;in iﬁ;ﬁdgaéleg‘tiargeggg? dalang raél E
. yang berada di
tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang

— =
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57. Penggunaan

Dokumen-dokumen

Kontrak
Informasi

58. Hak Kekayaan

Intelektual

59. Penanggung Resiko e

berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan
peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang
se _suai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak
ini;

hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan
ditentukan di SSKK.

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan
menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen Jainnya yang

dan bqrhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain,
¥nlsa1nya spesifikasi teknis dan/atau gambar—gambar, serta
informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin
tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan.

Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk

rqenandata.ngani Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari
pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran
Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan
menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua
bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari

tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak)

sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut

terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal

Penyerahan Akhir Pekerjaan :

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda
Penyedia, Subkontraktor (jiika ada), dan tenaga kerja
konstruksi;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;

c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh,
sakit atau kematian pihak ketiga;

Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau
kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan
merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam
hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang
timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau
bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal
Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas

yarat-Syarat Umum
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tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan
tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

60. Pelindung Tenaga 1. Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri
Kerja untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada
program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS
tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

2. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan
Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan
keselamatan Kkonstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya
dianggap telah membaca dan memahami peraturan
keselamatan konstruksi kerja tersebut.

3. Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap
Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja
Konstruksi  Subkontraktor, jika ada) perlengkapan
keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

4. Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan
kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib
melaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang
timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam
waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

61. Pemeliharaan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah- langkah yang
Lingkungan memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupuil di
luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap
pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan
pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—undangan yang mengatur mengenai pengelolaan

lingkungan hidup.

62. Asuransi 1. Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi
sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan untuk pekerjaan/barang /peralatan yang
mempunyai risiko tinggi terhadap :
a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan
atas:
i segala risiko terhadap kecelakaan
ii. kerusakan akibat kecelakaan
b. kehilangan; dan/atau
c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga

2. Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga
sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja

3. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran
dan termasuk dalam Harga Kontrak

63. Tindakan Penyedia 1. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu
yang Mensyaratkan persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang untuk

Persetujuan Pejabat
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yang berwenang
untuk
menandatangani
Kontrak atau
Pengawas Pekerjaan

64. Laporan Hasil
Pekerjaan

Syarat

n}enandatangani Kontrak sebelum melakukan tindakan-

tindakan berikut :

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum
tercantum dalam Lampiran A SSKK;

b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak
tercantum dalam Lampiran A SSKK;

c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapail
SMKK;

d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu

persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan

tindakan-tindakan berikut :

a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan
rencana kerja dan metode kerja;

b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;

c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;

d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.

Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d
dituangkan dalam SSKK

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan
Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan
yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan
kemajuan hasil pekerjaan.

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan
dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian
pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

Laporan harian berisi :

. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;

. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam
Jainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
dan

f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

oo P

(G

Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan
berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu
minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan
dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu
bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

thuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi,
Pejabat.yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan
Penyedia ~membuat foto-foto dokumentasi dan

: video
pelaksanaan pekerjaan di lokasi peke

rjaan sesuai kebutuhan.

e —————————————————————————————————————————
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65. Kepemilikan
Dokumen

Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh
Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporarn, dan/atau
dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh

Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak
milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian
atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan
semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar

rinciannya
menandatz.mgani Kontrak. Penyedia dapat menyimpan
buah salinan tiap dokumen dan

kepada  Pejabat untuk
1 (satu)

tersebut.

yang  berwenang

piranti lunak

Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti
lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

66. Kerjasama Antara 1k
Penyedia dan
Subpenyedia

2.
3.
4.
5;
6.

Persyaratan pekerjaan  yang disubkontrakkan harus

memperhatikan :

a. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis
pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam
dokumen pemilihan berdasarkan penetapan Pejabat
Penandatangan Kontrak dalam dokumen persiapan
pengadaan; dan

b. Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu :

1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan
kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan :
a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan
b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a)
sesuai dengan subklasifikasi SBU
2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada
sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan
ketentuan :
a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan
b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak
mensyaratkan subklasifikasi SBU

Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang
disubkontrakkan tersebut.

Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan
pekerjaan.

Usaha Kecil tidak
kepada pihak lain.

Penyedia
pekerjaan

boleh mensubkontrakkan

Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan
Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan
daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada)
yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.

Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakk
dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atan
persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang umii

menandatangani Kontrak dan dituangkan
Kontrak. = dalam adendum

Syarat-Syarat Umum Kontrak

e

33




67. Penyedia Lain

68. Alih
Pengalaman/ Keahli
an

69. Pembayaran Denda

70. Jaminan

Syuat-sjarat Umum Kontrak

tor
mor rkant
dia 12p0
7. Pelaksanaan Kerjasam@ Antard Feny penyedla mwelaP tuk

diawasi oleh Pengawas pekerjad? Tl ng perwe?

secara periodik kepada Fe)

menandatangani Kontrak. ; diatur
8. Apabila Penyedia melanggar ketentui?kcna
pada pasal 59.4 atau 59.5 maka aka? put.
pekerjaan yang disubkontrakkan terse

. m -,
Penyedia berkewajiban untuk pekerjasama n?: réengan Peﬂyedl‘%
lokasi kerja termasuk jalan akses bersama_sab rk penu‘ngaﬂ atas
Lain (jika ada) dan pihak-pihak Jainnya yang et .
Jokasi kerja. Jika dipandang perlu, pejabat yarlilfan j adwal kerja
menandatangani Kontrak dapat membe
Penyedia Lain di lokasi kerja.

i nilai
Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstn}km d\irllfinmﬂiaf
pagu anggaran di atas Rp. 50.000.000.090,00 (ima P :
rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan & ;
bidang) konsytruksi melalui sistem kerja praktek/ magang Sesflaarll
dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaat, an jenis K€ e
yang disepakati pada saat Rapat Persiapant Penandatang
Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa
denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janjl terhadap
kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenakan denda
dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab
kontraktual Penyedia.

1. Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini
dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat
tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh
penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah surat perintah pencairan dari Pejabat yang berwenan
untuk menandatangani Kontrak atau pihak yang diberi kuasg

oleh Pejabat yang berwenang untuk menandata :
diterima. ngani Kontrak

0. Penerbit Jaminan selain Bank Umu
ditetapkan/mendapat rekomendasi darim O?afus telah
Keuangan (OJK). oritas Jasa

3. Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jami
Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut Unan Uang Muka dan
. Bank Umum; ’
. Perusahaan Asuransi;
_ Perusahaan Penjaminan;
_lembaga keuangan khusus yan ;
bidang pembiayaan, Penjaminai mgnlalankan Usaha ¢
2 1

a0 oP

mendorong ekspor Indonesia se an  asurang;

S si
perat\'lran perundang-undangan ue(z; del}gan ketelrllntuk
pembiayaan ekspor Indonesia. 1 bidang lemlt)uan

aga
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Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang
berwenang untuk  menandatangani Kontrak  setelah
diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak

b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran
atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh

Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak
tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

Ja}minan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan
dmygtakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan
Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar

Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam rangka
pengambilan uang muka yang besarannya paling kurang

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional

Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak
tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan

Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah pekerjaan

Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat
14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai
dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan

Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan
Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hi and Over/ FHO.

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan
(jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama
penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat
mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia,

Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa

D o menyampaikan
epada Penyedia segera setelah
t mutu tersebut selama selama masa garansi

4,
dengan besar :
a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
persen) nilai HPS.
5.
6.
5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
7.
sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
8.
sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
9.
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
10.
dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
11.
Kontrak.
12.
71. Jaminan 1.
Bebas/Cacat
Mutu/Garansi
atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
2.
garansi berlaku.
3. Pejabat Penandatangan Kontrak
pemberitahuan cacat mut
ditemukan caca
berlaku.
Syaxat-Syarat Umum Kontrak
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72. Pedoman
Pengoperasian dan
Perawatan

4. Terhadap pemberitahuan

5. Jika Penyedia tidak memperbaiki,

cacat mutu oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki, —menggant, dan/atau melengkapi Barang

dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan
tersebut.

mengganti, dan/atau
meleng}(api Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu
yang dl‘tentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan
menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat
Pe.nandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak
lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan
melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi
barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar
biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi
barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara
tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Biaya tersebut
dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari nilai
tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

6. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang
lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

1. Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan
perawatan sebelum serah terima Barang.

2. Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian

dan perawatan, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak

menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai
kontrak.

p. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI

KONTRAK
73 Hak dan Kewajiban
Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani
Kontrak

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban—kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh Pejabat ~ yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia;

7. menerima laporan-laporan secara  periodik mengenai
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

3. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan
pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum
dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

5. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan

6. menilai kinerja Penyedia.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat

74 Fasilitas "
memberikan fasilitas berupa sarand dan prasarana atau
kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk
kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.
75 Peristiwa 1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam
Kompensasi hal sebagai berikut:

Syarat-Syarat Umum Kontrak
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a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;

b. ke@erlambatan pembayaran kepada penyedia;

c. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau
instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam
kontrak;

e. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk
melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan
pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;

f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang
tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak
disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak; atau;

h. ketentuan lain dalam SSKK.

2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran
tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan
maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangam'

Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau
memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.

3. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat
dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan
kerugian nyata.

4. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi
yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan perlunya

tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

5. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan

Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk
memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau
mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA
76 Tenaga Kerja 1. Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan
Konstruksi ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

2. Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang
bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki
sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan
dipenuhinya persyaratan  sertifikat kompetensi  kerj
sepanjang Masa Pelaksanaan. i

3yarat-Syarat Umum Kontrak
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77 Personel Manajerial 7.
dan/atau Peralatan
Utama

Persor}el Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus
sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.

Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk
pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus
sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.

9, Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak, Personel Manajerial dapat
sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

78 Harga Kontrak 1. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan
dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.

2. Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
7. beban pajak;
8. keuntungan dan biaya overhead (biaya umum);
9. biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
10. biaya penerapan SMKK.
3. Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum
dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

4. Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang
sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan
ketentuan dalam Kontrak

79 Pembayaran 1. Uang Muka
a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi
peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang
tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau
untuk persiapan teknis lain.

b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling
tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.

c. Untuk Kontrak Tahun J amak, uang muka dapat diberikan
paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.

d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar
setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling
sedikit sebesar uang muka yang diterima.

e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus
mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara
tertulis kepada Pejabat  yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak disertai dengan rencana
penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan
sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.

f, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
kepada Pejabat Penandatangananan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pad
f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah J o '
Muka diterima. Aminan UAse

2. Pengembalian  uang muka harus ; :
beraggsur-angsur secara Proporsio;m dlg:gk:m;;?éz;

embayaran pr i ; .
p y prestasi pekerjaan dan paling lambat harus
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lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus
persen).

2. Prestasi pekerjaan
Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yané disepakati
dilakukan oleh  Pejabat yang perwenang  untuk
menandatangani Kontrak, dengan ketentuan :

a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan
kemajuan hasil pekerjaan;

b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan
hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;

c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah
terpasang;

d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau
sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;

e. pembayaran harus memperhitungkan :

1) angsuran uang muka;

2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian
permanen dari hasil pekerjaan yang akan
diserahterimakan (material on site) yang sudah dibayar
sebelumnya;

3) denda (apabila ada);

4) pajak; dan/atau

5) uang retensi.

f untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan
pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada
seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan.
Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai
prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh
Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran
terlebin dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak;

g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan
selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah
Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan
Penyedia;

h. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan
permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus
sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada
Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
(PPSPM);

i, apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan
angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda
pembayaran. Pejabat yang berwenang untuk
menandatapgani Kon.trak dapat meminta Penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi s

: ementara dengan
mengesampingkan hal-hal yan seda jadi
perselisihan. ;i Hg ' TmEnja

3. Material on Site

Bahan dan/atau peralatan yan jadi i
At 1 ] g menjadi bagian perman
dari hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang &rcantlflrrll

dalam SSKK. Bahan dan/atau
: . A eralata jadi i
dari hasil pekerjaan memenuhipketenturellr}l’ a'mg SR R

e ——— e e e ey
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bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji

fungsi (commisioning), serta merupakan bagian dari

pekerjaan utama harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum
dalam Kontrak dan perubahannya;

2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/ produsen;

3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang
ditunjuk oleh produsen;

4) disetujui  oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak sesuai dengan capaian fisik
yang diterima;

5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan
(cilan/ atau dipindah—tangankan oleh pihak manapuil,

an

6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum
diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi
merupakan tanggung jawab Penyedia.

b. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan
dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh
Penyedia;

c. besaran yang akan dibayarkan dari material on
site (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan
Pekerjaan (HSP)

d. besaran yang akan dibayarkan dari material on site
(maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan
Pekerjaan (HSP). )

e. besaran nilai pembayaran dan jenis material on site

dicantumkan di dalam SSKX.

4. Denda dan Ganti Rugi
a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan
kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam
penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda
keterlambatan dalam perbaikan Cacat Muty, denda
terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.

b. Ganti rugl merupakan sanksi finansial yang dikenakan
kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera
janji/ wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah
sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada
Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan
adalah :

1) 1%o (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang
tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau

2) 1%o (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK. ’

d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1%o i
per hari keterlambatan perbaikan da&?‘?tunigl)zir Setl;'lbu)

gerbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu 1aya
esaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai

pekerjaan subkontrak yang dis ;
ketentuan yang disubkontrakkan tidak sesuai

Besarr y':l g’d!‘llj I'ug. > i i

3e N 1 b(:hd' gd’ 1a klba L I ‘sl W ()“ll)( nsasi

v ibavar o Il eristyv a K 3 581

yd {’ dylbdyd{ll .()ll(,h .1 € abat .y allg b(’_,I wena llg LAlIlLLll\
naata 11 ( yaran
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80 Harl Kerja

81 Perhitungan Akhir

g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan

h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga

adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat
dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku
pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia,
sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang
berwenang;

dalam pembayaran prestasi pekerjaan.

_ Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak.

i, Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat yang

berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila
Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan
dan data-data.

Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8
(delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1
(satu) jam istirahat.

Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun

di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan

perundang—undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di

luar jam kerja normal, kecuali :

a. dinyatakan Jain di dalam Kontrak;

b. Pejabat yang berwenang untuk menandatanganj Kontrak
memberikan izin; atau

c. pekerjaan tidak  dapat ditunda, atau untuk
keselamatan/ perlindungan masyarakat, dimana Penyedia
harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut
kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat yang berwenang
untuk menandatangani Kontrak.

Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya
disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing
pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan
jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang
membidangi ketenagakerjaan.

Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam
kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan
setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita
acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani
oleh kedua pihak.

Sebelum pembayaran terakhir  dilakukan, Penyedia
berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas
Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang
jatuh tempo. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas
Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk
pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang
dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

Syarat-Syarat U
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82 Penangguhan e

G. PENGAWASAN MUTU

83 Pengawasan dan Pejabat

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
gzl menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi
pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi
kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil
Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang
penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang
jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi
kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan
proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia

Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak, penangguhan pembayaran akibat
keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan
bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

Pemeriksaan berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan ternadap
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat

memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan
pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh Penyedia.

84 Penilaian Pekerjaan 1.

Sementara oleh Pejabat
yang berwenang untuk
menandatangani

Kontrak 2.

85 Pemeriksaan dan 1.

Pengujian Cacat Mutu

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan
penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh
Penyedia.

Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan
kemajuan fisik pekerjaan.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau
Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan
dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap
Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat
memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan
mengungkapkan Cacat Mutu , serta menguji hasil pekerjaan
yang dianggap oleh Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan
mengandung Cacat Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas
perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk
melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum
dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba
menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia
berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut
Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji b.
tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi -

Syarat-Syarat Umum Kontrak
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86 Perbaikan Cacat
Mutu

87 Kegagalan
Bangunan

1

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau
Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan
Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat

Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu
selama Masa Kontrak.

Terhadap_ pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditentukan maka Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani  Kontrak, berdasarkan  pertimbangan
Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau
melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak melakukan
perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan
tersebut. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan
memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh
tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan
Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian
akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat
yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang telah
jatuh tempo.

Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa
pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu
tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum
cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.

Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang
berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa
pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu
tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan
mengenakan denda keterlambatan untuk setiap
keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu
sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan
dikenakan sanksi daftar hitam.

Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan
wa.ktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

Pejabat yang berwenang untuk menandata i
q ngani K
dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalfm hal ;)ar;lt;il;

waktu perbaikan cacat mutu ak: am
. an i
Pemeliharaan. melampaul - Masa

Kegagalan Bangunan terhitu j
Akhir Pekerjaan. ng sejak Tanggal Penyerahan
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H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
i

88 Penyelesa

ian

Perselisihan/ Sengketa

Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan
selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi
tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar
dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan
Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi
kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
bertanggung;awab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi
setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan
menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua
bentu]‘& tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak)
sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta
benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga
yang timbul dari Kegagalan Bangunarn.

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan
memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait
dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang
tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 [sepuluh)
tahun.

para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh—sungguh
menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul
dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaarn pekerjaan ini
dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapal
kemufakatan.

Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud
pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan,
maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para
pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan
arbitrase.

Selain  ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian
perselisihan/ sengketa para pihak dapat dilakukan melalui :
a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak '
b. dewan sengketa konstruksi; atau

¢. Pengadilan

Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk

menggantikan mediasi dan konsiliasi
maka nama an
ggota

dewan sengketa yang dipilih dan di
t )
sebelum penandatanganan kontrak. etapkan oleh para pihak
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Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan
selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi
tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar
dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan
Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi
kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

3. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
bertanggungawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi
setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.

4. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan
menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua
bentu]‘lc tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukuim, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak)
sehubungan dengan Kklaim kehilangan atau kerusakan harta
benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga
yang timbul dari Kegagalan Bangunan.

5. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan

memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait
dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang
tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh)
tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

88 Penyelesaian 1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh

Perselisihan/ Sengketa menyelesaikan secara damai semua perselisihan yans timbul
dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini
dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapal
kemufakatan.

9. Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud
pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan,
maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para
pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan
arbitrase.

3. Selain ketentuan pada pasal 79.2  penyelesaian
perselisihan/ sengketa para pihak dapat dilakukan melalui :
a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak ’
b. dewan sengketa konstruksi; atau
¢. Pengadilan

Dalam hal pilihan yang digunakan d
: . ewa
menggantikan mediasi dan konsiliasi marliaserrxlagrl;:\taa;; tué;
20

dewan sengketa yang dipilih dan di
ti :
telun verandmEnganan kontrakl, etapkan oleh para pihak

A
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g9 Itikad Baik L. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang
disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.

Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan
jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan,

maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi
keadaan tersebut.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah
Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Bg:rencana

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. MEDICA SUKSES ABADI

3 00 AKX578608047
Jond

dr. Silwanus A. Sumule, SpOG(K)., MH.Kes
Nip. 19710603 200012 1 004

Direktur

9arat-Syarat Umum !(ontfak S
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A Korespondensi

B Wakil Sah Para
Pihak

C Pencairan
Jaminan

D Masa
Pelaksanaan

E Masa
Pemeliharaan

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
(SSKK)

Alamat Para Pihak sebagai berikut :
Satuan Kerja PPK :

Nama . dr. Silwanus A. Sumule,SpOG(K),MH.Kes
Alamat. : JL. Merdeka No. 53a

Penyedia :

Nama : Purnomo

Jabatan : Direktur

Alamat : JI. Raya Daan Mogot KM.18 Green
Sedayu Biz Park DM 9/60B Jakarta Barat 11840 Indonesia
Telp. :

Email

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :

Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani
Kontrak :
- Tim Teknis

- Tim Pendukung

S ) e

- Konsultan Pengawas:

Berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Provinsi Papua Tengah
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana NOmor ..... _ Tahun 2023 Tanggal 24 Mei 2023
Tentang .....ocococoeees Pendukung Pejabat Pembuat Komitemen
Paket PEKEIJAATL ..o vvrerreesuriesmaemiessusinnassinsssse e Pada Jalan R.E

Marthadinata, Siriwini, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
tengah-Kabupaten Nabire-Papua Tengah (BLUD RSUD
Kabupaten Nabire). Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
....................................... Daerah Tahun Anggaran 2023
Untuk Penyedia :

Distributor/Reseller/ Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang

- Nama . PT. MEDICA SUKSES ABADI

- Alamat . Jl. Raya Daan Mogot KM.18 Green
Sedayu Biz Park DM 9/60B Jakarta Barat 11840 Indonesia
- Telp. :

- Email

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah

Masa Pelaksanaan selama 53 (lima puluh tiga) hari kalender
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SP.

Untuk yang bersitat Pengadaan Barang Masa Pemeliharaan
perlaku selama 1 (satu) tahun setelah serah terima barane atau




F Pembayaran
Tagihan

G Kepemilikan
Dokumen

H Besaran Uang
Muka

I Pembayaran
Prestasi
Pekerjaan

J Denda akibat
Keterlambatan

K Penyelesaian
Sengketa

Unt : .

beﬂ;i yang bersifat pekerjaan Konstruksi Masa Pemelinaraan

‘fﬂrhitul; Sel?ma 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
g sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

l;:_t:‘j akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh
Jjabat yang berlwenang untuk menandatangani Kontrak untuk
Et;ci.bayaran'taglhan angsuran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja

L t\%ng sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang
yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabatyang berwenang
untuk menandatangani Kontrak.

P§nyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan
piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini
dengan pembatasan sebagai berikut :

«Setelah serah terima sementara pekerjaan (PHO), seluruh
hasil/salinan dokumen dan piranti lunak diserahkan kepada
PPK dan hanya dapat digunakan oleh Penyedia dengan
persetujuan PPK untuk kepentingan penelitian atau riset.

Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai
100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan
diterbitkan.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara
pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai
100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan
diterbitkan.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan
tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :

. Surat permohonan pembayaran termin;

- Laporan kemajuan pekerjaan;

- Foto /dokumentasi kemajuan pekerjaan.

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap
hari Keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai

Kontrak.

Dalam hal terjadi perselisihan/ sengketa di antara para pihak,
para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut
melalui musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/ sengketa
melalui LKPP perdasarkan Persatuan LKPP Nomor 18/2018.
Jika perselisinan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah
maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri




Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah
Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

dr.4&flwanus-A. Sumyle, SpOG(K)., MH.Kes
Nip-19710605 200012 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MEDICA SUKSES ABADI
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PURNOMO
Direktur




Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah
Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

dr.Silwanus -A; Sumyfe, SpOG(K)., MH.Kes
Nip=19710603 200012 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MEDICA SUKSES ABADI
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PURNOMO
Direktur
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SUWOTQ, SH.
NOTARISIPPAT JAKARTA

BARAT

S

) N '{1{!}

AKTA PEND!RMN PERSERCAN FERBATAS
R MEDICA SUKSES ABADY.
Foma ; 73,
|- Pada hari ini. Sa

fibu figg Lglagy, Pukii 85.9p WIB (Sembilan

m
&
&

—_— T AT SR r—

‘ -Menghadap kepadsy saya, SUWGTO, Sarana Hukum, Notaris d Jakarta

denpan divaditi aleh sakst-saksi Yang sava. Notaris kenai dan skan disshut

peda badisn akni akis inj T el T

———

; 1. fuan DANANG SET!A‘NAN, labir di Jakayia. tada tangusl 25 (dug pulun
litna, Juni, fogs taeribu. sembilan ratys dzlapan puish saiu}, bedempai
tinugal di Katg BEPOR. Karyawan Swasta, Jalan Sarikava | Nomor 224,

Rukun Telanggs 08, Rukun Warga 014, Kelurahan Sepak Jay:

o 1

Kecamatan Panceran fdas. Warga Negara Indenesia. REWEEany Nomi

| tnduk Kependudukkan s276gizsuesiones. —
2. Tuan AMIRUDIN, Ishir & 1 edal. pada fanuyal oo {seibitan), April 874
(seribu sembilan ratus lujuh puluh empit). Karvawan Swasta, bertempat
tooal di iCota Tanaerang Selatan, 83D Defelines Haciengs Mexigana
Biok .9/ 24, Rukun Tetangga 0185, Rukun Warga 006. Kelurahan Rawa
Buniu, Kecamsatan ‘Serpong, Warga Megara Invtionesia. PEMELany Nemo:
Induk Kependudukan : 36740 10984740005 .. . - | .

Tuan AD WU, shir di Fujian, pada ianggal 23 (dua puluh tiga), Maret .

i

981 (seribu sembilan ratus enam puiui satuy, Karvawar. Bedempat
tingoai < Jakariy Ulara. Jaian Parang iitis VHYD-28. Rukun Tstanaga up3,
Rukun Werga 817 Ksiurahan Ancol. Recamatan Fademanuan, Warga

hegara Intionesia, pemsaana Nomor (nduk Kependuduksn:

02.5102.230361 4008, —oo

iasa. tanggal 23 (dua pulup sembilan), Gkiober 2013 (us

nol-nel Wakiy mdonesa Baglan

T e O




| - Yang untuk ]
! § untuk sementara wakty ini para penghadap fersebut dialas berada

|
| di Jakans aung Pembuatan akia inj,

- Parg penahadap dikenal sleh saya, Nolaris. -

- p .
ara penghadap berindak untuf diri sendiii dan dalam kedudukan —--

senaj : : R
faimana tersebut diatas dengan ini menerangken bahwa dengan tidak —

MEngurangi izin dad pihak yang Benwenang, para penghadap terssbut distas
telah sepakat dan seluju untuk bersama-sama mendirikan suatu pErseroen
terbata

s dengan Anggaran Dasar sehagaimana yang termuat dalam akia —

pendirian ini, (uniuk selanjutnya cukup disingkat dengan ("Anggaran Dasar),

sehagat berikut ;

- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Persercan Terbatas ini Bemama :

| PT. MEDICA SUKSES ABADI S

{selanjulnya dalam Anggaran Dasaer ini cukup disingkat dengan ————

“Perssroan”), berkedudukan di Jakarta Timur.

i 2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik —-
| didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebageimana yang

| ditelapkan ofeh Direksi, dengan persetujuan dgari secrang Kemisaris. ——
|| e — JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN —— —— oo —

|
{
|

-Pasal 2.

)

| . Perseroan didirikan untuk waktu yang fidak ditentukan lamanya ———-—--—

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -———

Pasat 3, ——

1. Maksud dan fujuan Perseroan jalah :
. Berusaha dibidany perdagangan umum, pemborongan umum, indusiri,

perkebunan, pertanian, peternakan, perikararn, Kehulanan, keagenan.

SR SO




ela i
pelayanan jasa, angkutan barang atau penumpang, percetakan, elektrikal,

mekanikal, perbengkelan dan konveksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut ; |

a.

Menjalankan usaha-usaha dagang pada umumnya, terutama yang s
berkaitan dengan pengadaan / suplier alat-alat kesehatan / peralatan ’
yang berhubungan dengan medis, iermasuk ekspor, impor antar
pulau dan lokal, baik untuk perhitungan sendii maupun =alas f
perhifungan orang Isin seeara komisi dan berindak sebagal ‘

leveransir, grossier, distributor dan.

b.  Berusaha dibidang Jasa perbaikan dan perawatan (Mainfenance)

alat-alat kesehatan.

c.  Mendirkan pabrik alal-lat kesehatan, alat-alat kedoktersn dan i

peralatan medis lainnhya. I

d.  jasa Menjalankan usaha-usaha pemborongan umum {general ———-

contractor) terutama pemborongan bangunan-bangunan, —-———-
jemhatan-jembatan, ialan-jalan, dermaga, instalasi air dan listrik —— }
pada umumnya, pekerjaan-pekerjaan sipil lainya, Real Estate, serta

Restoran.

e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perndustian pada
l umumnya, kerajinan fangan, home industri dan lain-lain; ——————

Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perkebunan, pertanian, —

-

peternakan, perikanan dan kehuianan.

g. Menjalankan usaha-usaha keagenan dari pada lain-lain ——— - f

perusahaan / perseroan, haik didalam maupun diluar Neger -——

terkecuali agen dari perusahaan petjalanan.

h.  Menjalankan usaha-usaha transportasi / pengangkutan didarat bail - {

penumpang maupun harang dengan kendaraan bermolor, ——-——- {




- Jika tefah lewat jangk

A wakiu penawaran 14 (empat bejas) harn tersebut

temyata masi 2
Si2 masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi

berhak menswarkan sisa saltam tersebut kepada pihak keliga. -

- TT——— . SAHAM

T ————Pasal’h,

I. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adaiah sahsm alas nams.

2. Yang Boleh memilik dan mempergunakan hek alas saham hanyalah

Warga Megara Indonesia dan‘atsu Badan Hukum Indonesia.

2. Buku pemilikan saham dapat berupa sural saham.

' 4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitican surat saham. pemilikan

saham dapsi dibuklikan dengan Surat Keterangan stau catatan vang ——-

i dikeluarkan oleh Persaroan
S. Jika dikeluarkan surat saham, maka uniuk seliap swat saham diberi ———

sehelai sural saham

lﬁ_ Surat Kolektif saham dapai dikeluarkan sehagai bukti pemilikan 2 (glus}

l atau febih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang sahai.
!7. Pada sural saham harus dicantumkan sskurangnya - oo —

{ a. nama dan alamat pemegang saham; 5 —

b, nomor surat saham. e o

¢. Nilai nominal saham.

d. Tanggsl pengeluaran surst saham e
7. Pada surat koleklif saham sekurangnya harus dicantumkan : — ..

a. pama dan alamst pemeyang saham. - .

k. Nomor surat koleklif saham. -

¢. Nomor sural s8ham dan jumiah saham.

-d. Nilsi nominal saham,

€.

i g surat saham dan surat koleklif saham harus ditanda-tanuani aleh Direksi -

Tangeal pengeluatkan surat koleklif saham. ——-o—




menyehutk
oHuikeh haiga seita Persyaratan penjualan dan memberitahukar -—-- o

kepﬂdﬂ DWEkSi Secara 'enuhS ‘entang penawaran lersebid, — e

W

P i - = -
emindahan hak stag saham: harus mendapat perselujuan dan insiansi

yang berwshang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal
|
tersebut, — . !

Mulai hari panagilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS el

pemindshan hak atas saham tidak dipatitenankan.

55- Apabila karena Warisan, perkawinan atau sebab lain saham lidak lagi
| menjadi mifik warga negata indenesia atau badan hukum indonesia, maka
datam jangks wakdu 1 {satu) tzhun orang atau badan hukum tersebul wajib

mamindahikan hek afas sshamnye kepada warga negars indonesia atau

i badan hukum indonesia. sesuai kelentuan Anggaren Dasar —---—-—-———

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ———

i Pasat 8. o j f
| b
! |

1. Rapaf Umum Pemegang Sasham yangy selanjutnya disebut RUPS adatah -

3. Rapat Umum Pemegang Saham lahunan,

l b Rapat umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Daszar
{

| ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Safism Luar Biasg, .——

2. istitab Rapal Umuin Pemegang Saham dalam Anguaran Dasar ini berarli
ketiuznya, vaitu Rapat Umum Pamegang Saham Tahunan dan Rapal —- i
Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali denaan legas ditantukan lain.

3. Oafam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan .

, a. Direksi menyampaiken : = 1

. Laporan tahunan yang telgh ditelaah oleh Dewan Komisaris unfuk

mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

- Laporan keuangan untuk mendapat pengesshan rapat; ——.——

{

!

5
. Ditetapkan penggunaan laba, jika Persercan mempunyai saldo laba - i

yang posilif.

Hatia
s 1




¢. Dipulusk
‘ﬁ mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya vengy

telah digj a . .
Ajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan —-———

ketentuan angaaran dasar,

3

4. Persstuj
ersetujuan faporan tshunan dan pengesahan laporan keuzngan ojeh —-

Rapat ; ; ;
sapat Umum Pemegang Saham tahunan berarli memberikan pelunasan

dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi
dan Dewsn Komisaris alas penguusan dan pengawasan yang telah —---
diialankan selama tahun. buku vana ialu, sejauh tindakan tersebut —---
- tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

Rapal Umum Pemegang Saham-luar biasa dapal diseienggarakan —-

sewaklu-waldy berdasarkan kebutuhan uniuk membicarakan dan

memutuskan mata acara rapat kecuali mata scars rapat yang dimaksud

pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan ———- ‘

perundang-undangan seria Anggaran Dasar.

——— TEMPAT DAN PEMANGGH AN RAPAT UMUM ———

PEMEGANG SAHAM

i i e PG AL 81 — =

1. Rapet Umum Pemegang Saham diadaksn ditempat kedudukan —

|
| Perseroan.

12 Rapat Umum Pemegand Sahem diselenggarakan dengan melakukan —-

§

pemanggilan teriebib dahuly kepada para pemegang saham dengan surat

iercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kahar. -
2. Pemanggilan diiakukan paling lambat 14 fempal kelas) hati sebelum --—-
tangaal Rapat Umum Pemegang Saham diadaksn dengan lidak ~-———7——-

mempelﬁifungkan langgal pemanggilan dan tanggal Rapal Umum —--—-

Pemegang Saham diadakan.




H‘JA. Rapat Unium Pemegang

Saham dipimpin oleh Direkius Utama. Selain itu
sebagai alternatif jajn Rapat Umum Femegang Saham dap
Komisarns Utama, —

af dipimpin oish

Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karsna sebab apapun

¥ang fidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang

Saham dipimpin oleh Wakil Direkiur Utama.

Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direkiur tidak ada atsu

Berhalangan Karena sebab apapun yang tidsk pertu dibuktikan kepada

pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah sSeorsng
Direktur yang ditunjuk oteh Direklur Ulama atau wakil Direktur Ulama.———
Jika semua Direltur tidek hadir atay berhalangan karena sebab spapun
yang lidak perlu dibuktikan kepads pihak keniga Rapal Umum Pemegang
Seham ipimpin oleh saiah seqrang sngyota Dewan Komisars ——
dJika semua anggoia Dewan Komisaris fidak hadir atsu berhalangan -~—-
karena sebab apapun yang lidsk peru dibuktikan kepada pihak Rsiiga,

Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yanit dipiih oleh

dan diantara mereks yang hadir dalam rapat.

e KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN —

i Pasal 190.

N

Rapal Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan zpabila kuorum

kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang — -

Parseroan Terbatas tefah dipenuhi. -
Pemungutan © tata mengenai din orang dilakukan dengan surat tertutup
vang lidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara fisan, kecuali

apabila kelua Rapat Umum Pemegang Saham menenlukan lain tanpa ada

Keberatan dar pemetang saham yang hadir dalam Rapat Unum

Pemegana Saham.

A e e

el
'
{
i
i
4




———

3. S“a‘ a h‘anko ata g
u 8 i I i
i tara yang tl(‘ﬁ‘k sah dsanggap fidak ada dan lidak —-—-

dihilung o j
9 dalam menentukan jumian Suara yang dikefuarkan delam Rapal
Umum Pemegang Saham. —

o

R
apat Umum Remegang Saham dapat menaambil keputusan herd

asarkan
mus;
Yawarah untuk mufakal stay berdesarkan suara seluju dari jumish

SUsra yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Safiam —

sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.

BIREK S|

!
! Pasal 14,
i 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh seorang Direksi, yang terdiri dari

seorang anggota Direksi.

2. Jika diangkal lebih dari ssorang Direkiur, maks seorang dianlaranya

"diangka! sebagai Direkiur Ulama. B e prle o

Aggota Dirsksi disngkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. uniuk

W

jangka wakiu 5 (lims) fahun, dengan tidak mengurangi hek Rapal Umum
Pemegang Sahem untuk memberhentikennya sewaktewakiv, -——

Jika cleh suatu sebab apapun jabalan seorang atau lebih alau semua

l.‘.-.

sngoota Direksi lowong. maka dalam fangka wakiu 20 (tiga pudul) har
sejak lerjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Peniegang
Saham, unluk mengisi fowongan itu dengan memperhatikan ketentuan

peraturan psrundang-undangan dan Anggaran Dasar. -

5 Jika ofeh sualu sebab apapun semus jabatan anggeta Direksi lowong,

untuk sementara Perseroan diurus oleh anggoia Dewan Komisaris yang

dituniuk oleh rapsai Dewan Komisaris. )
6. Anggota Diraksi berhak mengundurkan diri dari jabalannya dengan

] memuberitanukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 20 {liga

l
[

puluh) hari sebeium langgel pengunduran dinnya.

7. Jebatan anggola Direksi berakhiv apabile | c—moeee e

L

10




——— e

Mengundurkan diri sesyaj keterniluan ayat 6:

Tida i i per:
iidak fagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; --—-
€. Weninggal dunia; —.—.._

d.

Diberhentikar berdasarkan keputusan fapal umum pemegang saham;

A

e

l
1.

——-TUGAS DAN WEWENANG BIREKS!

~~—-x Pasai 12,

Direksi berhak mewakili Perasroan didetam dan diluar Pengadiian ieniang
segala hai dan dalam segala kejadian, mengikal Persercan dengan pihak
lain dan pihak lain dengan persercan, sera menjalankan ssaala tindakan,
baik yang mengenai kepengurisan meupun kepemilikan. aksn tetapi —-

dengan pembatasan bahwa unfuk: -

&. Meminjam atau meminjemkan uang alas nania Perseroan (lidak -——

l termasuk mengambil uang perseresn di Bank):;

|

ib. WMendirikan suatu usaha baru atau fwut serte pada perusahaan lain

baik didalam maupun diluer negeri;

¢. ‘Meniaminkan hara kelkayaah persercan ;

- harus dengan perselujuan Dewan Komisaris.

2. a. Direltur Utama berhak dan berwenany berlindak uniuk dan atas nama

' Direksi serta mewakili perseroan; P
§. Galam hal Direkiur Utama lidak hadir aiau berhalangsn karena sebab
apapun juge, hal mana tida peru dibuktikan kepada pihak ketiga.
maka salah seorang angaota Direksi lainnya berhak dan berwenang

pertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. -~—--

RAPAT DIREKSI

Pasat 13. -

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan seliap waktu apabila

| dipandiang periy. ———-—

ang atau lebih angyola Direkst; e

a. oleh seor

11




—

8  Rapat Direksi
Pat Direksi adalsh sap Han berhak mengambil keputusan yang ——--

nengi T i b
nakat apabila lehit d % {satu per dua) dari jumiah anggota Direks

hadit aizy diwakili datam rapat. ———

. Keputusan Rapat Direai harus diambil berdasarkan musyawarah untuk

Mmifakat. Apabita tidak tercapai maka keputusan diambii dengan

Pemimgulan suars berdasarkan suars setuly paling sedikd lebih dari %

{satu ger dug) dari jumiah suara yang dikeluarkan dalam rapat —-—

ITU.ADahﬂa SUBr3 yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapal

Direksi yang akan menentukan, —.

ii.a. Setiap anagota Direksi yang hadir karhak mengeiuarkan 1 (satu) suara

I dan lambahan 1 (saty) suara untuk sefiap anggota Direksi fain yang

divwgkifinys. —-.

RE

Psmungutan suara mengenai difl orang dilakuken dengan surat suara
terlulup tanpa lenda<tangan, ssdangkan pemunguian suare menasnai
hal-hal lain ditakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan fain

ianps ada keberaian dari yang hadir.

ic. Suara blanko dan suara yang fidak sah diangoap tidsk —

dikeluarkan secara sah dan diangaap fidek ada sada tidak dihitung

dalam mienentukan jumiah suara yandg dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -
rapal Direksi, dengan ketenfuan semua anygota Dirskst telsh diberitahy
secara ledulis dan semus anggola Direkst membenkan persetujuan -——-
mengenai usul yang diajukan secara fertulis dengan menanda-tangani
perselujuan tersebul. Keputusen yand diambil dengan cara demikian —-

punyai kekuatan yand sama denaan kepulusan yang diambil dengan
men =

sah'dalam rapat Direksi,

_KOMISARIS
e Pazal 12, ==
R

13




———

i

ik

Komisaris tardir
erdiri dari
dari seorang atay Ishih anggota Dewan K omisaris, ——-

apabila dig ;
nakat febit dar S2otany anggota Dewan Komisaris, maka

seroang. :
i "9 diantaranya dapat disngksl sebagai Komisaris Ulama, —-———

2. Yang boleh g
g iangkat : _
nakat sebagal anggota Komisaris hanyalah Warga Negara

Indonasia i
¥Yang memenuh; Persyaratan vang ditentukan peraturan ——-—-

| pemndang-undangan_yang berkakuy.

n et .
3. Anggoia Komisaﬁs-dlsngkat oleh Rapal Umum Pemsagang Saham untuk

‘ fangka weakiu 5 (iinmj tahun dengsn fidak mengurang hek Rapat Umum

| Bemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-wakbti —--——n——
4. dika oleh suatu sebab iabiatan anggots’ Dewan Komisaris lowong, maka
dalam januka wakiu 20 (liga pulun) had setelah tenadinya towangan,
harus diselenagarskan Rapat Umum Pemegang Ssham untuk meERgist
lowonuan itu dengen memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal i ——-——u—

i

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mencundurkan din dari ——-

jabalannya dengsn memberitahukan secara fertulis mengena: maksud

{ersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (iga puluh) hari sebelum ..

tanagal pengundurar dirinya.

6. Jabatan anggoela Komisatis berakhir apabila .

a. Kehilangan kewarganegaraan indonesis; --
B,  Menaundurkan diri sesuai dengan kelentuan ayat 5. e

Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

d. Meninggal dunia;

Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang ———

Saham . —-—r——"
' _TUGAS DAM WEWENANG KOMISARIS —

R

— Pasal 14,

womisaris setiap waktu dalem jam keria kantor Perseroan berhak
1. Dewan 1 :

f ) man =iau lempal 'ain vang pergunakan
memasiki pangunal ¢an hala

14
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alau vang dik .
9 dikuasai olef Perseraan danberhak memeriksa seniug ———-

pembuky
an, surat dan alal bukli lainnya, memeriksa dan mencocokkan

keadag
N Uang kas dan lain-fain serta berhak uniuk mengetahui segaia

tindakan yang lelah dijalankan sleh Direksi.

(A5

Direksi dan setiap angaola Direksi wajib untuk memberikan

Penjeiasan lentang segala hal yang dilanyakan oleh Dewan —

Romisaris -.—___

i

i
3. Apabila seiuruh anggoia Direksi diberhentikan sementara tian Persercan

fidak mempunyai seorsngpun anggota Direksi, maka untuk semeniara .-
Dewan Komisaris diwaiibkan unluk mengurus Perseroan. Dalam hal —

demikian Dewan Komisaris berhak uniuk memberikan kekuasaan

sementara kepada seorana atau iebih diantara anggoia Dewran Komisaris

atas tanggungan Dewan Komisaris.
| 4. Dalam hal hanya ada secrana angoolz Dewan Komisans, segala lugas
I i dan wewenang yang tilberikan kepada Komisaris Ulama atau anggots —-

|

I Devean Komisaris dalam anggaran dasar ini beriakys pula baginya.

RAPAT DEWAM KOMISARIS

e Pasal 6. —

- Ketenluan sebagaimana dimaksud delam Pasal 10 mulalis mutandis bertaku

bagi rapal Dewsn Komisaris.

- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAM LAPORAN TAHUNAN ———

Pasal 17.

1 Direksi menyampaikan rencana kerjs yeng memuat jugs anyoaran ———-

fahunan Perseroan kepada Dewan Komisatis uniuk mendapal —--—

persetujuan, sebelum tahun Buku dimulai. - L5

2 Rencana kerja sebageimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan

fing lambal 14(empat hetas) Hari sebelum dimulainye tahun buku yang
D |ng o ki

akan datang. —————

|
|
{




Ta

hun buky p ’
erserosn berjalan darl tanygal 1 (satu), Januari SAMPA] e

dengar '
l g9an tangaal 31 (tiga Puluh salu) Desember. Pada akhir bulan -—————

Desember i
ber tiap tshun, buku Perseroan ditulup. Unluk pertama kalinya ——

buku B . :
gisaroan dimulai pads tanggal dari akta pendiran ini dan dilutip

pada tanggal 31 {fina puluh Satu), Dexember, 2013 (dua ribu iga ———

peteslo o o

4. Dirsksi :
Direksi menyusun lapsren tahunan dan menyediakannya dikanlor —

Perseroan unfuk dapat diperiksa olsh para pemenang seham terhitung

sejak {anaqal Ranggian Rapat Unum Pemegang Saham Tahunan.

PENGGUNAAN i ABA DAN PEMBAGIAN DEYIDEN .

—~—-—Pagai 18.

l1_ Latse Bersih Perseresn dafam suatu lahun buko sepert tercantum dalam
! neraca-dan parhitungan laba rugh vang lelah disahkan oleh Renal Umum
Pemezguang Saham Tahunan dan merusakan esldoe iaba yang positif, dibadi
menurui cara penggunaannya vang ditenfukan oleh Rapal Umum —-——-

Pamegang Saham iersebul. —

2. Jika perhitungan laba rugi pada sualu fzhun buku menunjukkan keugian
! yang lidak dapat ditufup dengan dena cedangan, maka kerugian itu akan
' telap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan feba rugi dan datam —
| tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap lidak mendapst laba sslama

‘ kerugian yang tercatat dan dimasukkan dafam perbitungan labe rug itu

beium sama s=kall tertuiup:

- PENGGUNAAN LABA

... Pasalil.

—

Penyisihan laba bersil untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20%
1. Penyisilia

d gluh prosen): dari jumiah modal ditempatkan dan disetor hanye
(duz p

untuk menutup kerugisn vana tidak dipenufu oleh

poleh dipergunakan

cadangan lain.




“3- Tuan
AQ WU, tersepyt sejumiah 7.709 {tujuh ribu tujuh catus) ——-

saha
. dengan nitgi nominal < seluruhnya sebesar Rp.7.700.600.000.

ftuluh milvar tujuh ratus juta rupiah).

Sehi .
) hifgoe seluruhnya: berjumiah 11000 (sebelas ribu} saham, dengan
kl nitai nominai Seiuruhnya: sebesar Rp. 11.900.000.000,- {sebelas milvar

upiaing -

2. Menyimpang dari ketentuan datam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar
ini: mengensi tala cara penganakatan ahggota direksi dan komisaris, lelah

| diangkat sebayai

‘ -Direktur - Utana  : Tuan AMIRUDIN, tersebut ;
= - Direkur + Tuan DANANG SETIAWAWN, terzebut, ———

Koimisaris : Tuan AQ WU tersebut.

\ - Penganakaian anguota direksi dan dewan komisaris tersebut telah diterima

oleh masing-masing yang bersangkutan.

. -Bkta ini diselesaikan pada pukul G310 WIB {Sambilan kil sepuluh menit

Wakiu indonasia Bagian Baral). e

DEMIKIAN AKTA INI -——

_ Dibual dan diresmikan di Jakaria, patla han, tanggai bulan dan lahun seperti

dizebuikan pada bagian awat akisini dengan dihadiri oleh

1. Myonys EFITRIVANTL Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanagal
1. Seyisanya =

! l g {Sembitan), Nepember, 1972 (Seribu sembilan ratus tujuh puluh dus),

i peaawai. Kantor Notaris, wertempat tinges! & Jakaris Pusal. Jatan

Kalipasir Pengarengan, Rukun Tetangga 813, Rukun Warga 008, ——--

Kelurahan Keheon Sirih. Kzcamalsn Menieng; dan

i S SAROH ROVA RIZA. Izhir di Surahaya, pata tanggal 16

1063 (Seriku ssmbilan ratus delagan puluh figa),

{Enam befas), taerel,

; t tinogal di Jakaria Baval, Jalan Menara
- wai kantor Notars, bertempal thea

pegawal kan




2. Jka jumia i ‘ﬁ
h cadangan, tetah melebihi jumiah 20% idua pulub prosen). f"-i

Rapa S ;
pat Umum Pemegany Saham dapat memutuskan agar jumiah —-— - l |
ke{ebihannya digunakan haai kepertuan Perseroan, b
] 1

Catlsngan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belun — —— 7=

di be .
Pergunakan unluk menutup kerugian dan kelebihan cadangan -

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yeng penggunaanya belum -—.-—

diteniuksn oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola olef ~——

Direksi dengan cara yang tepat menur pedimbangan Dirsksi, setelah —-

i memperoleh persetujuan Dewan Komisaris

dan memperhaliken peraturan

psundang-undangan agar menmperoleh laba

PERATURAN PENUTUR o

-- Pasal 20.

-Segala sesuatu yang tidak etau beluny cukup diafur dalam Angyaran Dasar
ini, akaty diputus dalam Rapal Umum Pemegang Saham, ————

- Akhimys para penghadap betlindak dalam kedudukannya sebagaimana —- Fa

tersebut diatas mensranakan bahwa : — - . Bl

1. Unluk pertams kalinya telah diambil bagien dan diseior penuh dengan 1 i
| ueng funai mefalul kas Perseroan sgjumiah 41,800 (zebalas ribu} saham

atay selurzhnya dengan nilai nominal Rp.41.006.006.060,- (sehelas

milyar rupiah) Yailu oleh para pendiri - -

4. Tuan DANANG SETIAWAN, lersebut sejumlah 1.650 {seribu enam

| ratus lima puluh) saham, dengan nitai nominal seluruhnys seheser

Rp.1.650.000.000, (saty milyar enam ratus lima puluh juta

S

rupiafi].
b ‘Tuan AMIRUDIN, fersebut sejumiah 1.656 (satu milyar enam ratus

#ima  puluh} sanam dengan nilal nominal selurthnya sshbesal
E g

Rp.1.650 200.000.- {satu milvar enam ratus iims puluh juta rupiah)

S IR =




% Tuan AO wy, {
v tlarsebut se ik i
| fumlah 7,709 {tujuh ribu tujuh ratus) ——-

sSaham, i :
m, dengan nitg nominal seluruhnys sebesar Rp.7,700.000.000 -
{tiuh mitvar tujuh ragus juta rupiahy). -

- Sehin ;
l. 108 selutuhnya: berjumiah 14:000 (setelas ribu} saham, dengan

\ nitai noninal {5
| seluruhnva sebesar Rp. 11.000.000.6040,- {sebefas milvar

Crupiai) e

2. Menyis : :
Menyimpsang dan ketentuan dalam Pasal 8 dan Passl 11 Anggaran Dasar

ini i
mengensi tala cara panganakatan anggota direksi dan kentisaris, feiah

| diangkat sebayei:

i

~Birektur Utams  : Tuan AMIRUDIN, fersebut ;

- Birektur : Tuan DANANG SETIAWAN, tersebuf. —

]
|
S - Kondsaris : Tuan AG W tersebut.

} - Pengsnakaian angdota direksi dan dewan komisaris tersebut telah diterima

l oleh masing-masing yang bersangkutan.

| -Bkia ini diselesaikan peda pukul 03.10 WIB {Sembilan Isbih sepuluh menit

|

Waktu Indoniasia Bagian Baral). - — -

DEMIKIAN AKTA INF ———

_ Dibuat dan diresmikan di Jakarla, pada hari, fangoai hutan dan lahun seperti

disebuikan pada hagian 8wat 35

1. Byonys EFITRIYANT!. Sarjena Hukum, Iahir di Jakarta, pada tanagal --

] g (Sembilan), Nopember, 1
wertempat tingoal di Jakarts Pusat. Jalan —-——o-

572 (Seribu sembllan ratus tujuh puluh dua),

pegawai Fantor Notaris.

Kalipasir Pengarengan, Rukun Tetangaa 813, Rukun Warga 008, —-—--

Kelurahan Kehen Sirih. Kecamalan Menieng; dan

VAIS SAROH ROVA RIZA, lahir di Surabaya, patia tanggal 16

_Nyonya MU

{Enam helas). parel,
taris. bertempal tinggal di Jakaria Baral, Jalan Menara

o

193 (Seribu sembilan ratus delapan puluh figa),

pegawal kantor NO

i

e




v i ‘
Kaviing DKj Blok 140 Nomor 22, Rukun Tetangga 005, Rukun Waraa

008, Kelurahan Meruya Sefatan, Kecamatan Kembangan -——-e—
- Sebagai saksi-saks;

T N e

- Segera selelah akia inj dibacakan oleh saya. Nolaris kepada para ——-

penghadep dan Saksi-saksi, makg ditanda-tanganilah akia ini cleh para —--—-

penghadap tersshyf, Saksi-saksi dan says. Notaris.

-Eilangsungkan dengan fanpa ada penbiahan.

—— ASLI AKTA INI TELAH DITANGA-TANGAN! DENGAN SEMPURNA. —

—————

DIBERIKAN SEBAGA! TURUNAN

HOTARIS Di JAKARTA e

CBAETERAT fsd Si
iR - _
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KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN

HAK ASASI MANUSIA R
NOMOR AHU-0082237.AH.01.02.TAHUN 2::;18""( e
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

PT MEDICA SUKSES ABADI

Menimbang 1a ::thaw: berdasarkan Permohonan Notaris MUSTOPA S.H., M.KN. sesuai salinan
o MEog;g; 11 Tanggal 11 November 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar
SUKSES ABADI tanggal 14 November 2022 dengan Nomor

endafta an 4022111 31201292 t
| i de
P ftar 4 . r4 : elah sesuai d ngan persya atan Perubahan

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
meneta'pkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT MEDICA SUKSES ABADI;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT MEDICA SUKSES ABADI - dengan NPWP
033299553002000 yang berkedudukan di JAKARTA BARAT karena telah sesuai
dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 11 Tanggal 11
November 2022 yang dibuat oleh Notaris MUSTOPA 5.H., M.KN. yang berkedudukan
di KOTA TANGERANG.

KEDUA : Keputusan ini berfaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki
sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan
dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 November 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRAS| HUKUM UMUM,

W
A

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H,, LLM.
19690918 192403 1 001

vember 2022
gfgﬁ’; :2%2;?%3?;;&; AHU-0227994.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 14 November 2022




“Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum
dan Hak Asas; Manusia Republik Indonesia ini dicetak
dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)".

Kota Tangerang, 14 November 2022
lotaris Kota Tangerang,

A MUSTOPA, S.H,, MKn.




MUSTOPA,S.H., M.Kn.

S:. MEN:l"ERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
omor : AHU-00031.AH.02.02 .TAHUN 2021 Tanggal 05 November 2021

SALINAN

AKTA . KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
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NOMOR
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Ruko Duta Garden Blok. B.4/6
JI. Husein Sastranegara, Jurumudi Baru, Benda,

- 15124
Kota Tangerang - Banten
Tip. (021) 54342362

e-mail: notarisppat.mustopa@yahoo.co.id
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KEPUTY.
SAN DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT MEDICA SUKSES ABADI

- Nomor: 11.
-

[ -Pada ¥
1 hari at, tanggal 11-11-2022 (sebelas-

; November adusz

~Berhadapan dengan

Saya, MUSTOPA, Sarjana Hukum, ————

| Magister Kenotariatan, Notaris Kota Tangerang,

\
‘\ ; dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut--
\ : pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya,~———-—

{ Notaris:

a4

'; -- Tuan MUHAMAD HASAN DASUKY RAFEIE, Sarjana Hukum, -

satu}, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,--—--—--
bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan-—-—---
Nusantara 2 Blok N2/03, Rukun Tetangga (Rl

Rul farga W.) 008, Keluraban Cipondoh--
010, Rukun Warga (R.W.) 008, Kelurahan Cip

i K amatan Cipo 1"(')-“, per \egang Kartu Tanda-
Makmur, XecCamatail LT A ame T =
Penduduk dengarn Nemor Induk=s—==—r=—=—=——-——=—=== _
| - ] r 1076 T ) ot e e e e
Kepe nj\‘drﬂ‘/an: 36 05 07e 0005;
H o J2 I K
— ‘ > i [ o e
( ate Lam ha]. ‘I'l‘ bert 1dak
| —menuru rangannya dal ini bertinda
! me LLlr‘At k-.,t., J

at ekuata 3 g iberika kepdddn"]a alam--
atas kuasa _‘/an diberi a d
}’ k erika

apé egang Sgham——----
Ke Hi L Rapat Umum Per d 19
r .‘pu qua 1 D1 Luar cp T emed

Perseroan yandg diadakan B LR i e R g =
i1 pulth sembilan Oktober dua ribu dua puluh------
o ? gg aslinya permeterai cukup dilekatkan pada--
dual ¥ et LIS Larenanys antuk dan atas nama sSerta
akta ~48= :

st &
' T seroan terbatas "PT MEDICA SUKSES---
perse

! gz ewa'r:ili
.\?cth mn




—kenghadap telah dikenal

. oleb saya, Notaris. ——-----
~Fenghadap mep- .

| < P Menjamin kebenarar tanda tangan dalam—---
{eputusan Di S

* Luar Rapat Umum Pemegang Saham------~--

PT MEDICA
SUKSES ABADI, pada tanggal 29-10-2022
(

a ]
ua puluh sembilan Oktober dua ribu dua

—-Pen T &
ghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana-

tersa - di _ , =
ersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa pada-

hari Sabtu, tanggal 29-10-2022 (dua puluh sembilan--
Oktober dua ribu dua puluh dua) telah dilakukan--———-
suatu Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Szham—--
("Keputusan Pemegang Saham”) PT MEDICA SUKSES ABADI,

suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan-—

| berdasarkan peraturan perundang-undangan yang--—--—---
| berlaku di Negara Republik Indonesia dan------------

i

; berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat,----

| yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta Nomor: 77--

é tertanggal 29-10-2013 (dua puluh sembilan Oktober---
dua ribu tiga belas) dibuat dihadapan SUWOTO, —————--

| Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, anggaran--- 1

| Jasar mana telah memper

| gukum Dan Hak Asasi Manusia Repuplik Indonesia,-—----

| dengan Surat Keputusannya=-==-====-==-==--=-sssso-oooc
| Nomor : PHU—65410.AH.01.01.TAEUN 2013 tertanggal-----
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enghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana-

tersebut di o
ut di atas dengan ini menerangkan, bahwa pada-

hari Sabtu, tanggal 29-10-2022 (dua puluh sembilan--

Oktober dua ribu dua puluh dua) telah dilakukan-----
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berdasarkan peraturan perundang-undangan 7ang--——--—--
berlaku di Negara Republik Indonesia dan--—-—---——--—--
perkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat,----

vyang anggaran dasarnya dimuat dalam akta Nomor: 77--

tertanggal 29-10-2013 (dua puluh sembilan Oktsher---
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1) PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN--—---—--—--—
PERLENGKAPAN KOMPUTER; (46511)-—--——————-—

~Kelompok ini mencakup usaha perdagangan
besar komputer dan pelengkapan komputer.-
2) PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK; (46512)-
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; Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh----
lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris,
bertempat tinggal 4i Tangerang, Jalan Kyai Haji-
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(R.W.] 001, Relurahan Jurumudi Baru, Kecamatan--
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Nemor Induk Kependudukan: 3671045010850001; --—-

b. Tuan ABDUL MANAN, Sarjana Hukum, lahir di---—----

ilan
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris,-—------
pertempat tinggal di Jakarta Barat, Kampung-----

Koang, Rukun Tetangga (R.T.) 004, Rukun Warga---
(R.W.) 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan-----
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L (BB gy et

: d4a di Kota Tangerang).---——--=
(untuk sementara perada di Kota Tangerang)

1an akta ini dibacakan oleh saya,--———=-
~1ah akta 1L ¢

~aksi-gsaksi, maka akta-
is kepada penghadap dan saksi-saksi,
Netarls . O
ad aksi-saksi dan--
.. 4atangani oleh penghadaps S .
ini ditanaa . e
- - ak nl=—=—=—=—-
. . gelain menandatangand akta in
“ NotarlSr .
SaNy : ipu jari tangan------

mbubuhlkan cap

hadap juga M€

e

\pn
\\H
.




Lanannva Masing-masing pada Sebuah lembar kertas--

dilekat}:

, ang ikut a4l pada minuta akta ini.-------—-—-
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK

MENUNJANG KEG
sERTIFIKA'CI' I;.‘.:*:;\ DISTRIBUSI ALAT KESEHATAI!\IA-YTI?S: :ﬁ:r
( ) DISTRIBUTOR ALAT KESEHATAN

PB-UMKU: 81 2000284230700010001

merintah Republik lndon_esia menerbitkan Perizinan Be )
rneerupakan Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baikﬂi|saha Yt e Hegatal ELcalie B MR Rc

CDAKB) distributor alat kesehatan kepada Pelaku Usaha berikut

: PT MEDICA SUKSES ABADI
: 8120002842307

1 JALAN RAYA DAAN MOGOT KM. 18, GREEN SEDAYU BIZ PARK DM

9/60 B, DesalKelurahan Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta
Barat, Provinsi DKI Jakarta

Kode Pos: 11840
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha: 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat
Indonesia (KBLI) Kedokteran Untuk Manusia

6. Lokasi Usaha : Jalan Raya Daan Mogot KM. 18, Green Sedayu Biz PArk DM 9/60 B
Desa/Kelurahan Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 11840

inl:
1. Nama Pelaku Usaha
9. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Alamat Kantor

Telah memenuhi persyaratan:
1. Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan
2. Laporan produksi alat kesehatan secara elektronik
. Data izin edar Alat Kesehatan
. Pedoman mutu
. Telah melaksanakan audit internal
. Telah melaksanakan kajian/ tinjauan manajemen
. Daftar Induk Dokumen untuk penerapan sistem manajemen mutu CDAKB
. Prosedur dan rekaman mutu e
. Penerbitan Sertifikat berdasarkan hasil audit menyeluruh terhadap sarana distribusi.

© @~ O W

ampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini_ memuat data BkIiSAYERD merupagan bag;a? tid::
Bpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentu

Jenundang-undangan yang berlaku.

Jerbitkan tanggal: 25 Juli 2023

a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
B R

o
iZisa;

%

Ol SR
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Juli 2023

rsimpan dalam sistem 0SS, yang menjadi tanggung jawab

Dokumen in e b o data dari Pelaku Usaha (€

Pelaky (g
he.

7 9 seba
:Il::" hel terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakuken perbaiken 9!

N Inl telah ditandatangani secara elektronik mengc
(2 lenigkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sisterm

sistem 0SS

aimena mestinya.

ggunaken sertifikat elektronlk yang diterbitken oleh BSrE-BSSN.
en:

0SS menggunaken hak akses.

-
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MERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UN
SERTIFIKAT CARA DISTRIBL 5| ENUNJANG
BUSI AL KEGIATAN USAHA
R:Iilr KESEHATAN YANG BAIK

LA
PB-UMKU : 812000284230700010001

|ampiran berikut memuat data teknis Sertifi

- kat C istribusi
SKSES ABADI, sebagai berikut: ara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik dari MEDICA

T =l
gatus Permohonan © Baru
nomor Sertifikat/Sertifikat o B
Standar Lama
Alamat Gudan c
2 9 . JI. Raya Daan Mogot Km. 18, Green Sedayu Biz Park DM 9/60 B,
RT 002 RW 008, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, DKI
Jakarta
Alamat Bengkel - JI. Raya Daan Mogot Km. 18, Green Sedayu Biz Park DM 9/60 B,
RT 002 RW 008, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, DKI
Jakarta
Ruang Lingkup . . Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi
- Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi
Masa Berlaku Selama 5 (lima) tahun sampai dengan 25-07-2028

gung Jjawab

n dalam sistem 0SS. yang menjadi tang

kan data dart Pelaku Usaha. tersimpa

'D’:::::u?,',” rbitkan sistern OSS be
P .

ilakukan polbmkan S
e gunakan sertifika
0SS mengguna

tinya
Ssba'g‘;’;laf;'l(%zl: ,;jngyd/lemilkan oleh BSrE-BSSN.

alay
hak akses

Dok
Daf

1] iadi
uM’;:I,IG’]BdI kekeliruan isi dokumen ini akan g
i telsh ditandatangani secara elektronik menggy
diperoleh melslui sistem

a loy P
"9kap Perizinan Berusaha dapat

kan

FUPFP




PEMERINTAH REPUBLIK INDONES|A

PERIZINAN BERUSAH

ABE
NOMOR INDUK BERUSAHA, rsss RISIKO

SAHA: 8120002842307

g.Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraf

i turan Pemeri :
 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Re erintah Pengganti

0 Undang-Undang N 2
publik Indenesia menerbitka 2 P el

n Nomor Induk Berusaha

T : PT MEDICA SUKSES ABADI
: JALAN RAYA DAAN MOGOT
9/60 B, Desa/Kelurahan Kalid
Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 11840

KM. 18, GREEN SEDAYU BIZ PARK DM
eres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta

: 02153361778

: info@medicasukses.com
an Modal ) : P‘MDN )
3aku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran

i i i j i laku sebagai Angka Pengenal
; Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlal C
'ealigjez\g?;abréanagl, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan,
han laporan pertama Waijib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

i i teta
gan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap
entuan peraturan perundang-undangan.

8, tanggal: 20 Agustus 2018
anggal: 17 April 2023

Menteri Investasi/
dinasi Penanaman Modal,
Kepala Badan Koordin L

Ditandatangani secara elektronik

' April 2023

. gy i b
5 menjadi tanggung jawa -
i lam sistem OSS, yang Ay
tersimpan @8 (N

i a,
e sisom 0SS berdasarkan data dari Peleku UseM na mestinye. h BSrE-BSSN.
e ebageimans, diterbitkan ol -BSSN.
Mugn Jsi f haikan S ik yang di
“dl(e,,d:}:":"ielgn_wen In! E.’f d;lakukan' ez«en sertifikat ef,e,lftﬁr:n .{ak alkses.

et L N e e = e resd B



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA B
ERBAS]|
MPIREL S RISIKO

LA
NOMOR INDUK BERUSAHA: 81 20002842307

wighini memuat daftar bidang usaha untuk:
£ e Ry
' Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha

: 2 yang Berl i .
fﬁi\'aahun 2020 tentang Cipta Kerja g Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang
{2 KBLI Judul KBLI Lokasi Usaha

Perizinan Berusaha

Jalan Raya Daan Mogot KM. 18, Green
Perdagangan Sedayu BIZ PArk DM 9/60 B,

Besar Zat Desa/Kelurahan Kalideres, Kec. S
Radioakiif Dan Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Nama Reneibitiziniiemsniaian
50 : Provinsi DKI Jakarta Investasi/BKPM
Pembangkit Nama Penerbit Izin: Pumomo Nomor Izin: 8120002842307
sadla_ﬁ Nomor Izin: Tanggal terbit: 20 Agustus 2018
engion

No.BPDM/PERJ/0119/000041
Tanggal terbit: 01 Desember 2021

iisatn Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

y . o Perizinan Berusaha
&iBL{ Judul KBLI Lokasi Usaha Tingkat Risiko T Status Keterangan
& |Perdagangan [J.Raya Daan Mogot KM.18, Rendah NIB Terbit E

Besar Green Sedayu BIZ Park DM

Komputer dan/9/60 Rt.002/008,
Perlengkapan|Desa/Kelurahan Kalideres, Kec
Komputer  |Kalideres, Kota Adm. Jakarta
Barat, Provinsi DKI Jakarta

S
S— Kode Pos: 11840 /T\I_I—B—’_ﬁr-
* Perdagangan [Jalan Raya Daan Mogot KM. Rendah

Besar Piranti |18, Green Sedayu BIZ Park DM

Lunak 9/60 B, Desa/Kelurahan

Kalideres, Kec. Kalideres, Kt_::ta
Adm. Jakarta Barat, Provinsi
DKI Jakarta

[
I Kode Pos: 11840 | — e [remit :
i ode Pos: _ NiB Terblt |
‘ Perdagangan [Jalan Raya Daan Mogot KM.18|Tinggd! Eﬁ” —Bejum Terbit sz;::t:‘han
Besar Obat  |Green Sedayu BIZ Park DM - Lakukan gersyaratan i
Famasi 9/60 B, Desa/Kelurahan pemenuan  |PETERACC o go.d
Uniuk Kalideres, Kec. Kalideres, Kota persyaratan T sing lambat 90
Venusia Adm. Jakarta Barat, Provinsi melalzlid smbilan pulun)
DKI Jakarta 055.90- hari kerja s.ebelum
Kode Pos: 11840 \waktu perkiraan
mulai
N — | _./ NIB
Bo2gangan [Jalan Raya Daan Mogot KM. [Tingd 1zin
S Alat |18, Green Sedayu BIZ PATK DM
i Oratorium,|9/60 B, Desa/Kelurahan

petFamasi Kalideres, Kec. Kalideres, KO(@
NAlat  |Adm. Jakarta Barat, Provins!

jawsb

iadi tanggund.
\Ha (o sistem 055 V%9 e
sty lkan grcre . olaku Usaha, tersimper dete
;': i m OSS berdasarkan date dari Pelaku stinye. BSIE- BSSN.
i Kokl gimana meSUYV e ian ofeh B0
Y Lllap oIUBN 5] rbaikan sebad ng diterd
1% P,’lq”""darnnn,gk_u.'?,ef In{fE?F _(,{{Iﬂ(gfff.ﬁvikan sertifikat ef,.:z;,n h:kikses.



DKI Jakarta
Kode Pos: 11840

B tersebut hanya berlaky untuk Kode dan Judy| KBL|

e "PShﬁr:Lnuh‘ persyaratan dan/atay kewajiban Sesuai Npo
A ng wal :

‘ a(}gkg),awasan pemenuhan  persyaratan dan/atay kewajiban
F”-Mdanlatau a/l';em(.;.rintah Daerah terkait. _
{ﬂmembaian bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut,
£ yimerupe
pell

Yang tercantum dalam lampiran inj,
Ima, Standar,

Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
Pelaku  Usaha dilakukan oleh

el e
ung [a%eS . g
merjod end T OE
08S. yang
sisterm
., dalam




PEMERINTAH REPUBL K INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 81200028423070001

an Peraturan Pemfarintah Pgngganti Undang-Undang Republi i
::i?‘lah Republik indonesia menerbitkan Izin Distributor Alat Keseaat:: li:ggggslil::uml?;aiaT\?:::utz'?\?z tenang G K.
ini:

aPelaku Usaha : PT MEDICA SUKSE

oot Induk Berusana (NIB) : 8120002842307 e

st Kantor - JALAN RAYA DAAN MOGOT KM. 18, GREEN SEDAYU BIZ PARK DM
9/60 B, Desa/Kelurahan Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta
Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 11840

gaius Penanaman Modal : PMDN

Ao. Telepon : 02153361778

fode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia  : 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat

{BLY) Kedokteran Untuk Manusia

1okasi Usaha - Jalan Raya Daan Mogot KM. 18, Green Sedayu BIZ PArk DM 9/60 B,
DesalKelurahan Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 11840

Szl - Telah memenuhi persyaratan

mgiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pe!aku Usaha dan merupakan bggian
E tepisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
anya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Efitkan tanggal: 25 November 2022
#ubahan ke-1, Tanggal:

a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

®kanggal, 25 Juli 2023

jadi tanggung Jawab

impan dalam sisterm 088, yand men) v‘

ters! ’
i Pelaku Usahe:

1.

Dokyp,

LT dal

1] D:'"U Usﬂha‘ erbitkan sistem OSS berdasarkan data i — - s BSSN.

1 0n ™ f p rbaikan € ang diter

¢ Mgy ,‘,,e,']ad' kekeliruan isi dokumen ini 8kan dilakukan P f, n sertifiket elektronik r}./ak?a oot
Uata " telah ditendatangani secera elektronik mer;ggll" 055 me,,ggunaka"

on
99 Perizinan Berusaha dapat diperole” melalul sistem




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
1ZIN : 81200028423070001

kan Peraturan Pemgrintah Pgngganti Undang-Undang Republi q
aintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Distributor Alat Kese‘r):atal: ti:gggzséae ‘:&magaiangs:u (2|?1|22 tentang Cipta Kerja,

yanaPelaku Usana : PT MEDICA SUKSES ABADI
\oror Induk Berusaha (NIB) : 8120002842307
et Kantor - JALAN RAYA DAAN MOGOT KM. 18, GREEN SEDAYU BIZ PARK DM

9/60 B, Desa/Kelurahan Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta
Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 11840

$atus Penanaman Modal : PMDN

1o, Telepon : 02153361778

{ode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat
BL) Kedokteran Untuk Manusia

Lokasi Usaha : Jalan Raya Daan Mogot KM. 18, Green Sedayu BIZ PArk DM 9/60 B,

DesalKelurahan Kalideres, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 11840
Satus : Telah memenuhi persyaratan

mgian |zin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pe}aku Usaha dan rperupakan bagian
& tepisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan |zin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan
#hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

fztitkan tanggal: 25 November 2022
#lbahan ke-1, Tanggal:

a.n. Menteri Kesehatan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

iog
alanggal; 25 Juli 2023

Jjawab

dalam siste™ 0SS, y8nd menjadi tanggung
an

" Do, ha, tersimp
men jpj + pelaku Usane:
P i iy ta dari
) ‘a'fku ik erbitkan sistem OSS berdasarkan 42 pagaimna mestinye: pitkan oleh pBSrE-BSSN.
4 M haj oo erbaikan S€ ang diter
¢ Dhumgy I'B,dad’ Kekeliruan is] dokumen inl akan dilekuke” ,:15 an sertifiket elemnlkl}:ak akses.
Osg g 1 teleh dltendiatangan secera elektronik menggunolt o s menggunee”

o
Ngkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalul sistem




PEM
ERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PER|

IZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN
IZIN : 81200028423070001

el periutini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau k
ewajiban:

wpell|  Judul KBLI Klasifikasi

Risiko Persyaratan d " -
g Besar [T . an/atau Kewajiban Bukti Lembaga | Masa
gangan Besar  [1inggl Persyaratan: Pemenuhan| Verifikasi [Ber
+4jung)|Alat Laboratorium, Alat Y n: laku
P Farmasi Dan Aiatx u ELBangunan dan Prasarana. ':ée::e hi Pl SRR
e i nul
Kedokteran Untuk T Pe‘:;’;’;:‘%'apan Sarana. persyarata[n [tesehatan
Manusia _SDM i

- Administrasi Umum.

- Daftar jenis Alat Kesehatan
didistribusikan. yeng s
- Retribusi.

Kewajiban:

- Memenuhi pedoman CDAKB dalam
pelaksanaan kegiatan [Sebelum kegiatan
operasional].

- Menyampaikan permohonan perubahan:
PJT. Alamat. Jenis produk. Denah bangunan.
- Laporan e-report setiap 6 bulan.

_ Administrasi Umum.

. Penanggung Jawab Teknis memiliki
sertifikat pelatinan CDAKB [Sebelum
kegiatan operasional].

- Memiliki sarana dan prasarana yang
memadai dibuktikan dengan melampirkan
denah, foto sarana, dan bukti kepemilikan
tempat atau surat sewa paling singkat 2 (dua)
tahun [Sebelum kegiatan operasional].

_ Laporan KTD.

- Laporan recall.

- Sertifikat Standar CDAKB.

- Laporan Alat Kesehatan Palsu.

- Mengedarkan produk alat kesehatan yang

\;—— telah memiliki izin edar.

dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
ek Kode a, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Denga

N kete

i ntuan bahwa Izi perlak
Zhiersen kewajiban sesuai Norma,

Mente saha wajib memenuhi persyaratan dan/atau

; VeﬂﬂkaslﬂanlLembaga (KIL).

' “mplran?,:me"”ha" persyaratan Pelaku Usaha dilakukan ©
merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen

rian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

1
Dk,
] ;:’ek.,J

ha, tersimpan dalem sistem 0SS, yand menjadi tanggung jawab o

Inl i

Sahe, erbitkan sistem OSS berdasarkan daté dari Pelaku Us@
i mestinye:

glka:ﬁ::;ﬁy:;fm yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

nOSSS menggunakan hak akses:

1 pimpgy, o
terjag)
f mre"’"' lelali:( Z’fe"’""" isi dokumen ini akan dilakukan perb
“"kap Po,iz,"e"d"fanganl secara elektronik menggune
Inan Berusaha dapat diperoleh melaluf sistem




. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ERIZINAN BERUSA
) LR HA BEIRBASIS RESIKO
IN : 81200028423070001

gmpiran perikut memuat data teknis Izin Distributor Ala
hagal berikut: t Kesehatan PT MEDICA SUKSES ABADI,

y
sius Permohonan : Perubahan Penanggung Jawab Teknis, Perubahan
Alamat, Perubahan Kelompok Produk,
I Perpanjangan, Perubahan Layout
lomor Sertifikat / Izin Lama - FK.01.01/V1/584/2018
|/{ama Penanggung Jawab Teknis : Yeny Indrasari
Pendidikan Penanggung Jawab Teknis . S.1-Teknik Elektro
flamat Gudang - JI. Raya Daan Mogot Km. 18, Green Sedayu Biz
Park DM 9/60 B, RT 002 RW 008, Kel. Kalideres,
Kec. Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta
lomor Telp Gudang . 021-22683624
Hamat Bengkel - JI. Raya Daan Mogot Km. 18, Green Sedayu Biz
Park DM 9/60 B, RT 002 RW 008, Kel. Kalideres,
} Kec. Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta
Dnkan mendistribusikan Alat Kesehatan . _ Alat Kesehatan Elektromedik Radiasi
- Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi
Hasa Berlaky . Selama b (lima) tahun sampai dengan 25-11-2027

‘ di tangaung jawab _
| 1 sistermn 0SS, yand manja \ 18

uUsaha, (arsimpan dalan

00 i i
{i ity SM0bitkan sistom OSS bordasarken dala dari Palaku i
R on sabogoimiell ;:rl:gyrz;u/buknn oloh BSTE-BS
orli

] ™ )

By, gy "
i‘ %“'nen ,,,"{z;ﬂ'kukoliman Isi dokumen Inl akan difakukan parbulks e T oktron en pd
’onohon P: ! ditandatangani secara oloktronik mengguna, Pt moﬂayl”""‘ an

Nzinan Borusaha depoat diporoloh melalul sIste™




Ke\eﬂt”an
Mencab
ut dan menyatakan tid
ak berlaku lagi

Serﬁﬁkat l)’ls‘l.hlls A at Kesehaian N Mo
N / / :
20

menjadi tanggung ,‘awab _

(arsimpan dalam sistem 0SS, yand

n BSrE-BSSN

-

M",:U Ini d:rerb:(kan Sistel
m
0SS berdasarkan data@ dari Pelakv usahs.

%'ﬂan Miadi k kan d e inskel nggy

il lh ekellruan isi dok: menggy! S me

: a” o In/B ilakukan L] aika S estiny2:

- Bemsah ar ‘sertifik 1el kl nik yan iterbitkal olel
p 5 dspaa ’B diperoleh melalw sisterm m OS: unakan n hak akses-
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KPP MADYA JAKARTA TIMUR
Tardafiar : 12 November 2013




el

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR

KPP MADYA JAKARTA TIMUR
TELE#G#&'EPIDWAN RAIS 5A:7 GD, MTO JKT LT.14-15, JAKARTA PUSAT
A -3504735,3504584 FAKSIMILE 021-3442280 SITUS www.pajak.go.ld
YANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
El k.go.ld, Inf |@palak.go.id

Nomor:S-6PKP/WPJ.20/KP.0703/2022

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2 Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan
ak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
ok Waijib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena

gkan bahwa :
PT. MEDICA SUKSES ABADI
03.329.955.3-002.000

>gngusaha Kena Pajak sejak 10 Maret 2015 dengan hak dan kewajiban
ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Jakarta Pusat, 28 Januari 2022
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,




KEMENTERIAN KEUANGAN

EUANGAN REP
DIR UBLIK INDONE
KANTOR WBP AT JENDERAL PAJAK “

YAH DJP JAKARTA TIMUR

LR D YA JAKARTA TIMUR
TELE&?{"ASZ‘ '3504735.350455121’5\%5?&&‘ L LT PUSAT
AN INFORMAS 289 SITUS www.palak.go.ld
o | DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

ao.ld, inf

qao.ld

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : S-6KT/WPJ.20/KP.0703/2022

gepyl Corder Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentangd

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor

k Waijib Pajak, Sertifikat El i
Zgﬁ?angkai'l bahflv o ektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini

it
2.
3.
4,

Nama

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Kategori

. PT. MEDICA SUKSES ABADI
. 03.329.955.3-002.000

: Badan

1elah.t_efdaftar.pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 12 November 2013 dan
memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

a.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga mem

melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri ~ dan pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan
sesuai dengan Undang-Undang PPh;

melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan
melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;

melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal V_\Iajib Pajak Instansi Pemerintah
dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesual dengan Undang-Undang PPN
e, PPt Sendiri d manfaatan di dalam
melaku m ran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemaniaa
Daerahkggbieanb:tig aBarang Kena Pagak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pa]ako!a‘ljn h;atr Daerah
Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PP;B ; a;BaBauSektor
melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Beldor Perkes l;(?an’p rtambangan
Perhutanan. PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB ¥ ‘or Batiner e
untuk Peng’usahaan Panas Bumi, PBB Sekior Pertambangan Mineral atau ba

i i Undang-Undang PBB. :
iy Ly SeE CAe iliki hak perpajakan sesuai peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Dm;"s?? l'r‘: dikeluarkan secara elektroni gan ﬁ]ﬁgmeme
erhadap data dalam dokumen ini dapa e
dsertal validag) kode yang tercetak pada bagian pawah QR C°

?Jlk,a data diatas sudah tidak sesual harap melakukan peru!

Jakarta Pusat, 28 Januari 2022
a.n. Kepala Kantor

EE{E Kepala Seksi Pelayanan

Tiur Ridawati Lubis

basah.
datangan dan atau cap
kukan :'Ir:J: :ﬂ;ﬁ'ﬁ pada QR Code yang tercetak
uka

bahan data. di KPP terdaftar




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KAN%RFEKTORAT JENDERAL PAJAK

i WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR

KPP MADYA JAKARTA TIMUR
JL. M.\, RIDWAN RAIS 5A-7 GD. MTO JKT LT.14-15, JAKARTA PUSAT
TELEPON 021-3504735 3504584 FAKSIMILE 021-3442280 SITUS www.pojak.go.ld
LAYANANEIhI;II;ERMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

go.1d, inf |@pajak.go.ld

Nomor:S-6PKP/WPJ.20/KP.0703/2022

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perupahannya.serta Peraturan
oirektur  Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksa;aar;
administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Ken

pajak, dengan ini diterangkan bahwa :
1.Nama : PT. MEDICA SUKSES ABADI
> NPWP : 03.329.955.3-002.000

: iiban
lah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 10 Maret 2015 deé}%a'g;ak iiga‘;:::r]:. a
:emajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang p

Jakarta Pusat, 28 Januari 2022
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,




[e-Form] Bukti Penerimaan Elektronik - admmanager@medi

com -~ medil

L

Penyampaian SPT Elektronik
€ Direktorat Jenderal Pajak

Jt ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MEDICA SUKSES ABADI
NPWP : 033299553002000
Tahun Pajak : 2022
Masa Pajak : 01/12
Jenis SPT : 1771
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal : Rp. 626.874.699,00
Tanggal Penyampaian : 28/04/2023
Tanda Terima Elektronik : 10553406558233028041

ya kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

com Malil

1n




WBNI

oT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero). Tbk

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar

Tanggal Buku
Kode Cabang Bank

Data Setoran :
Kode Billing

NPWP

Nama Wajib Pajak
Alamat

Nomor Objek Pajak
Mata anggaran
Jenis Setoran
Masa Pajak

Nomor Ketetapan
Jumlah Setoran
Terbilang

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

:128/04/2023 12:06:48 NTB/NTP  :000000781099
+28/04/2023 NTPN - C92AB5BA23MPFOCI
:0989-BNI 46 STAN - 361511

- 027595449074066

- 03.329.955.3.002.000

- MEDICA SUKSES ABADI

- JALAN RAYA DAAN MOGOT KM 18 GREEN SEDAYU BIZPARK -

1411126

;1200

:00/00/2022
-000000000000000

-1908714
. Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah

Mata Uang :IDR

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan




SBNI

. BANK NEGARA INDONESIA (Persero). Tok

Jata Pembayaran :

ranggal dan Jam Bayar :18/04/2023 04:23:39
126/04/2023 NTPN

Tanggal Buku
<ode Cabang Bank

Data Setoran :
Kode Billing

NPWP

Nama Wajib Pajak
Alamat

Nomor Objek Pajak
Mata anggaran
Jenis Setoran
Masa Pajak

Nomor Ketetapan
Jumlah Setoran
Terbilang

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

NTB/NTP  : 000000472163

- E805A3IF2EFTFM10
-0989-BNI 46 STAN - 851385

. 027595378645024

.03.329.955.3.002.000

. MEDICA SUKSES ABADI

- JALAN RAYA DAAN MOGOT KM 18 GREEN SEDAYU BIZPARK -

1411126

1200

-00/00/2022
-000000000000000

- 624965985
. Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan

Mata Uang :IDR

Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan




pT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA

KC JAKARTA
GEDUNG THAMRIN CITY JAKARTA

A
-NING : 1000110007223 - MEDICA SUKSES ABADI
NG : IDR - INDONESIAN RUPIAH

: 03.329.955.3.002.000
: 01/01/2023 s.d 30/04/2023

El
RIFATIMAH

MEDICA SUKSES ABADI
JL. RAYA DAAN MOGOT KM. 18
GREEN SEDAYU BIZ PARK DM 9/60 B

JAKARTA
Tgl : 08 Mei 2023 13:39:15




PHILIPS

LETTER OF APPOINTMENT

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to Certify that
PT. MEDICA SUKSES ABADI

JI. Raya Daan Mogot KIVL. 18, Green Sedayu Biz Park DM 9/60 B 11840 Jakarta Barat,

Indonesia

is appointed as an authorized Dealer for PT. PHILIPS Indonesi i i i
- c nesia Comm I (“PIC"
to distribute Healthcare Products as listed below : gt

o PHILIPS Magnetic Resonance Imaging o PHILIPS Image Guided Therapy Systems

o PHILIPS Diagnostic X-Ray and Devices
s PHILIPS Computed Tomography & o PHILIPS Ultrasound Diagnostic System
Advance Molecular Imaging s  PHILIPS Customer Service Agreements

s PHILIPS Diagnostic and Pathway

Informatics

This appointment applies for Privale and Government projects, (E-catalogue and non E-
Catalogue), in Indonesia and effective from January 1% 2023. The appointment is governed by
the terms and conditions of Dealer Agreement |D-5S-23963 valid from 01 January 2023 until 31

March 2024.

This letter is issued o construed in accordance with the laws of Indonesia.

PT PHILIPS INDONESIA COM

Cibls Mine 10" Floor 41 T8 Simatupant

wyiw.philips.co.id

sincerely,

g
iy

LTI i T i 5
pleun Hendrik Preesman
president Director

1

MERCIAL 51333, Fax 46221 27808785

o i
No. 2 Jakarta 12560, {ndonesta. Te 16221




i
)} WE
) J INSPIRE ‘

IN TRUST . |
. \

50 9001:2015

s is to certify, that:

" Medica Sukses Abadi

ya Daan Mogot KM. 18, Green Sedayu Biz Park DM 9/60 B, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Kota
 Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta 1 1840

anagement System Standard mentioned above

provision of Quality Management Systems for Operational Distribution of Medical
iices (Electromedic Radiation and Electromedic Non-Radiation)

CERTIF/
Poa =S,
S 2

& ma"(

(&3)

rd

o=

VKAN

Yessiva, 5.T., M.B.A.
" ssMo7aDN

President Director

ert. Number: QMS1001 354

Slease click above for certificate validity)

itial Certification Date 03 May 2023
AL . 03 May 2023
jrpired Date - 02 May 2026
d sed at wwwichaaglobal.com/certification-agreement-
- _tion services that can be acces! L
s certificate s issued according to the agreed Certification Agre‘er:\e:at :cfe ‘:ﬁffg;:msan e Mai::ge;;:r:pshy:; Eem' e id bevalidated by anageenent
i intel 2 :
comnathee i (e e i ddlg)ll:lndak. Jakarta Selatan 12430

is certificate’s validity i 5 .

alidity is subject to the continued sat!
;;Dmvlded above (on the left-hand side) or by scannid the f":: i Kav.
ce Address: South Quarter Tower A, 17th floor Unit 82-C1, 1. RA:

8, Cilandak Barat,
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pigital radiography and

 f|LoroSCORY solutions

Comb1 e all your needs

In one roolm

Key advantages
[
 High room performance for
radiography and fluoroscopy
o LB

.Fonﬁden.t diagnosis with a UNIQUE
mage quality

e
R
* Automnated workflow with real-time

dose adjustment

., o

3 LO
Wer cost of care'

s ¢
TLIDIagnoy,
BNO5L RI0 Release 11 1s not available for salein North America

CombiDiagnost R90 is a remote
controlled fluoroscopy system in
combination with high-end digital
radiography, designed to improve room
utilization in @ cost effective manner.

Save up to 30 9% jnitial equipment cost by
combining radiography and fluoroscopy

applications in one room!

A fully digital workflow. UNIQUE image
quality and excellent dose management

make the versatile system suitable for

3 wide range of examinations from

pediatnc to bariatric imaging.



frective ) ; }
;tmeate high room utilization with the ability to
i

form high-quality radiography as well as fluoroscopy
,minations in one room. You can further lower

, costs of ownership by sharing SkyPlate wireless
L:ctors with other compatible Philips systems.

b image quality
{rdetector technology provides wide body coverage

d distortion free images. Image quality is further
hanced with advanced de-noising, brightness

(@)

minationattap(eWwithisourceimage distan

fal Subtraction Angiography/(DSA)Exa
S oflEleya

nefits of CombiDiagnost R90

ce(SIB)

minatiens

stabilization, and real-time fluoroscopy image processing
using Philips dynamic UNIQUE. Fluoroscopy images can
also be recorded at any time to document findings

Intuitive

Philips Eleva user interface allows a smooth, patient-
focused workflow with customizable presets and
automation for excellent efficiency. The touch screen
monitor allows technologists to work fast with a
minimum number of clicks.
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For pediatric examinations, Philips Grid-Controlled Fluorosc
(GCF), enables a dose rate® reduction of up to 68 %° comparoezyto
pulse-Controlled Fluoroscopy (PCF), depending on patient type

and clinical application.
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Processsing

Easy readapilitywith Virtually distortion=free
images fromiflatidetectorn

Quick exams withidigital Workflow ane
fewersteps

Peace of mindithanks tein-pulse controlfer
automatic adjustmentofiexposiic parameters
tobodythickness

or the hospital administieton

E;XCellent room utilization duetoifully featured
2-In=1'system and fastworkflow

i
itsineeds and layoutithroush flexiple recm
concepts

L

T(?C\)Ner costs by combining Rad and Elusro

olhm5 and'sharing Skyplate/detectors with
ercompatiple Philipsproducts

Eorthe technolegist

Fast examsWith Elevals autematic patient
exposue parameters

Easy patient foausedworkilow through
interface harmenizatien hetween PhlipS
raciography. andifluoroscapy. solutions

Eaor the patent

J Widelrange of palienttyPes due tolexcellent
close management and ahiegh tableload
capacity. of 284 ke (626165) Wwithoutimitations

n movement

Confident diagnosisdue to exceptionalimase
guality; and comprenensive dose management




For pediatric examinations, Philips Grid-Controlled Fluorosco
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Design your room according to your needs

Classic Room
Dynamic detector in table, optional portable SkyPlate detector

igh Performance Room

i al
ynamic detector in table, 2°¢ tube, fixed or SkyPlate detector in vertical stand, optiona
ortable SkyPlate detector

Large 43 cm x 43 cm (17 x 17") dynamic detector
D Large 43 cm x 43 cm (17" x 17") fixed detector (option)
D 35 crn x 43 cm (14" % 17") SkyPlate tray (option)

) 35cm x 43 cm (14" x 17°)/24 cm x 30 €M
ption)

(10" x 12") SkyPlate detector for free exposure (0
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Generator PR, -
sometr’ e == ;
e 650 cm - 1300 cm Power 65 kw, 80 kW optional - "
| 5 -~ By e e e
e (256" - 512, e Exposure techniques . Manual: kV-mAs or kV-mA-5
= -90%/+90° . Automatic Exposure Control (AEC)
wangle = . Intelligent Exposure (10X).
el 284 kg (626 10s) - In-Pulse Control )
i nt ahotlimiigyoLs . Automatic kV reduction techniques
ntweigr
//;;amy 2B4ig (2010s) Fluoroscopy . pulse-Controlled Fluoroscopy (PCF).
148 cm (58 3") techniques in-pulse controlled

column

\ment r@nge

. Grid-Controlled Fluoroscopy (GCF), in-
pulse controlled

13 cm - 183 ¢cm

(44" to 72") Tube voltage exposure 40 — 150 kV

4 compressor 3kg-15ks Tube voltage 40 -125kV
~d compression force fluoroscopy
e

et G

at Detect Tube SRO 33100 SRV 0608 SRO 33100
mic Flat Detector S ROT GS 505 ROT380
Cesium lodide (Csl) (for CS)
2 « 43 cm I ——
oy Focalspot__06/12 060 06/12
. ;
2 42 cmx 425 cm (16 5" Anode heat 300 kHU (220 800 kHU (593 300 kHU (220
| x16.7") storage icJ) KkJ) kJ)
s _ _ capacit
size 148 um —pgy"———————mm —
peels —_— A =
- / Maximum 150 kV 125 i K
2 matrix size 2840 % 2874’pﬁel e in GCF)
<ition mode continuous flucroscopy Up to 30 fps —_— —
Bilioh mece cont g e ——————
sition mode pulsed fluoroscopy 05— 30fps
srid-Controlled Fluoroscopy (GCF) .
inal vertical stand (VS) Optional ceiling suspension (CS) with Eleva Tube Hea
e g e
12l travel 30 cm - 180 cm Type Four-part telescopic column
me'-5m)  Cellingheightal SID 283mio32im
itor Fixed 43 cmx 43 an 110 cm (44") (8°83"-10'59")
(e ey Collirnator Motorized, automatic
SkyPlate 35 cm x 43 cm e Ml e s = =
14" x17") Data displayed at the Eleva Patient data
rized tilting Optional, -20° to [goff Tube Head amongst others Preview images, Collimation

R field size, Generator setting Live
Camera image (optional)

»nal SkyPlate Detector Srmall

Digital Csl (Cesium |E1;na; do;);lor 1= Digital Cs[(icax-l:lndh'lc) flat detector
ctor size 24 cm % 30 cm (app 10" 127*7 - . ) 35 cm x 43 cm (14" x 17")
22cmx284cm (87" x 1 2")——_7
1,500 x 1920 pixel

16 kg (3.5 lbs)

e area

34.48 cm x 4212 cm (13.6" x 16.6")
2,330 x 2.846 pixel
28 kg (6 2 lbs)

e matnx size

int (incl. battery)
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How to reach us

Please visit www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com
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